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KATA PENGANTAR

ه هُ كاُ رَ َر رَ ل لَ ّ ُه رَ حْ رَ رَ حْ حْكه رََر هْ رَ َّسل

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dapat menyelesaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan
pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata transparansi dan
akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).

LKjIP Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan ini memaparkan capaian kinerja Sekretariat yang diukur
berdasarkan target dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto senantiasa berkomitmen untuk
menjalankan setiap kegiatan dengan berorientasi pada hasil yang berkualitas, baik
pada tingkat keluaran (output) maupun dampak (outcome). Ke depan, kami berharap
agar LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, dan dasar perbaikan
berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi. Dengan
demikian, Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dapat terus dipercaya sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, baik
secara kelembagaan maupun dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Atas segala dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak dalam penyusunan
laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga upaya ini menjadi kontribusi
berarti bagi penguatan demokrasi dan pelayanan publik di Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, 31 Desember 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,

Juni Lesmita Devi

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Sawahlunto
Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah
diperoleh di Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut diukur berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai turunan dari Rencana Strategis
yang ditargetkan akan terlaksana di Tahun 2025 disesuaikan dengan kondisi terkini
serta ketersediaan operasional terutama anggaran di Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun 2025,
terdapat 19 indikator dari 19 sasaran kegiatan. Pencapaian 11 indikator tersebut
didukung pagu anggaran sebesar Rp 3.256.920.000,00 yang bersumber dari APBN
dan Rp 776.905.000,00 dari Hibah Pilkada 2024. Penyerapan/realisasi anggaran
APBN dan Hibah dari jumlah pagu tersebut sebesar Rp 4.033.550.696,00 dengan
presentase sebesar 99,99%.

Sebagai perbandingan berikut adalah presentase realisasi anggaran KPU
Kota Sawahlunto pada tiga tahun terakhir.

Tabel 1 Presentase Realisasi Anggaran 2023-2025
Tahun Pagu Realisasi Presentase
2023 10.675.389.000 10.650.597.070 99,77%
2024 22.580.292.000 22.577.038.790 99,99%
2025 4.033.825.000 4.033.550.696 99,99%
Sekretariat KPU Kota Sawahlunto berkomitmen agar pada tahun selanjutnya,

capaian yang belum optimal akan terus diperbaiki. Kekurangan dan keberhasilan
yang telah dicapai selama Tahun 2025 akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan
Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden
dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Kehadiran Warga Negara dalam
memberikan suaranya di tempat pemungutan suara menjadi faktor penting akan
implementasi atas peraturan di atas, walaupun rendahnya partisipasi masyarakat
dalam memberikan suaranya tidaklah menjadi faktor pembatalan hasil Pemilu
namun hal tersebut menunjukan kematangan dan kesadaran masyarakat dalam
berdemokrasi yang memposisikan dirinya sebagai unsur sentral berdirinya suatu
negara.

Keberadaan Lembaga KPU beserta jajarannya (KPU, KPU Provinsi, KPU
Kab/Kota) dalam menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali
berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
berdemokrasi.

Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP) menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk
dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang
dibebankan pada APBN/APBD melalui penyusunan dan menyajikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain Perpres
tersebut, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Tata
Cara Ulasan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijadikan
dasar rujukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan,
akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun LKjIP. Pada
Laporan ini dijelaskan mengenai capaian kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun
2025 yang didasarkan kepada Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang dapat
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memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja
dalam satu tahun, serta analisis terhadap capaian tersebut sebagi bahan
pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk masa yang akan datang.

B. Landasan Hukum
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang;

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-
2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 6 Tahun 2020;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
PeLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan PeLaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020 – 2024.

http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1967
http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1967
http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1967
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C. Maksud Tujuan
1. Laporan ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat KPU Kota Sawahlunto selama Tahun Anggaran 2025.
Selain itu juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, di dalam Laporan ini disajikan
pula hasil pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan
menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran
kinerja.

2. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi kinerja
Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat
dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Organisasi
Keberadaan lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis. Untuk
mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU Kota

Sawahlunto
Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kota
Sawahlunto didasarkan kepada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
a. Kedudukan

Dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu
pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang
Tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat secara gamblang dinyatakan
dalam Pasal 228, Pasal 229, dan Pasal 230 meliputi :
1) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b) memberikan dukungan teknis administratif;
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c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilu;

d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan
KPU Kabupaten/Kota;

f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas, menyelenggarakan
fungsi:
a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan

di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan
di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota;

d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan
kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
dan

h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU
Kabupaten/Kota.

3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diatas,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan
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c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, fungsi dan

kewenangannya dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab
kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Bagan 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 231 dan Pasal 232 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :
a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan
pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan
logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan
masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan
rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di
lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan
penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi
hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian
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sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia
di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

e. Kelompok JF
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

3. Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kota Sawahlunto
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, sekretariat KPU

Kota Sawahlunto Tahun 2024 didukung oleh 3 (tiga) unsur yaitu Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan rincian :

Tabel 2 Daftar Pegawai KPU Kota Sawahlunto Tahun 2024

No Nama Pangkat Jabatan
1. Juni Lesmita Devi, S.E. IV/a Sekretaris KPU Kota Sawahlunto
2. Puti Astri Primawardani, S.E. III/d Kasubbag Keuangan,Umum dan

Logistik
3. Hayatul Mardiah, S.H. III/d Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum
4. Fredo Permana, S.IP. III/d Kasubbag Perencanaan, Data dan

Informasi
5. Rusnel, S.H. III/d Kasubbag Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia

6. Sumarni, S.Sos III/d Penelaah Teknis Kebijakan
7. Ade Rahmat Kurnia Sari,

S.IP.
III/b Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi
8. Anugrah Krisnovandi, S.I.P. III/b Penelaah Teknis Kebijakan
9. Muhammad Fahrezal, S.H. III/b Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan
10. Ficky Zulfiqar, S.H. III/b Penelaah Teknis Kebijakan
11. Affan Hanafiah, S.Kom III/a Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi
12. Abdul Karim, S.H. III/a Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan
13. Dewi Marisa Tri Putri, S.H. III/a Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan
14. Luthfi Rahman, S.Kom. III/a Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi
15. Tiara Amelia Hadi, S.Kom. III/a Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi
16. Wiska Novita II/d Pengelola Layanan Operasional
17. M. Ali Akbar, S.T. IX Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli

Pertama
18. Dila Mita Adrina, S.E. IX Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli
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No Nama Pangkat Jabatan
Pertama

19. Mika Lestiani V Pengadministrasi Umum
20. Frisky Tria Sapta V Pengadministrasi Umum
21. Nurhailis V Pengadministrasi Umum
22. Afrida Yanti Putri V Pengadministrasi Umum
23. Noveri Dafid V Operator Layanan Perkantoran
24. Iron Eko Siska V Operator Layanan Perkantoran
25. Hendra Mardeki V Operator Layanan Perkantoran
26. Suwirman -
27. Ainun Mardiah, S.I.Kom -
28. Anisya Irma Putri, A.Md.H -

Tabel 3 PNS KPU Kota Sawahlunto berdasarkan Pangkat dan Golongan
No Pangkat Golongan Jumlah
1 Pembina IV/a 1
2 Penata Tingkat I III/d 5
3 Penata Muda Tingkat I III/b 4
4 Penata Muda III/a 5
5 Pengatur Tingkat I II/d 1

Tabel 4 Tenaga PPPK dan PPNPN KPU Kota Sawahlunto
No Status Golongan Jumlah
1 PPPK IX 2
2 PPPK V 7
3 PPNPN - 3

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal KPU Nomor 5 Tahun
2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU
Provinsi dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota ditunjang
dengan 11 (sebelas) orang PNS, 5 (lima) orang CPNS. Selain itu KPU Kota
Sawahlunto juga didukung dengan tenaga PPPK sebanyak 9 (sembilan) orang
dan 3 (tiga) PPNPN.
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Bagan 2 Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto
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E. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan laporan ini terinci sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan
Kinerja.
IKHTISAR EKSEKUTIF
Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.
BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi.

B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Subbab ini menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
organisasi berdasarkan pemanfaatan anggaran, waktu, dan sumber
daya manusia dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

C. Realisasi Anggaran
Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :
1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Sawahlunto Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran KPU Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Sasaran Strategis
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan
Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana
Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan fungsi
kelembagaannya sesuai dengan tugas dan wewenang sekretariat secara lugas
dinyatakan dalam Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan dalam menjalankan tugas,
wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.
1. Visi dan Misi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang
ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan
dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan
Umum periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu
Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan
berintegritas adalah sebagai berikut:
a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun,

disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,

aksessibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan
mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum
Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode
2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil
Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan
terpercaya’’ dengan uraian sebagai berikut:
a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara
Pemilu.

b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan
kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
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c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan
efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak.

e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh

pemangku kepentingan.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat
dibagi menjadi dua, yakni:
a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan
kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin
dicapai oleh KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU.
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan
Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan

berintegritas;
b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien

dan efektif; dan
c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil.
Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum

yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :
Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi

Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

dan
c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan
Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk

seluruh lapisan masyarakat; dan
b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai

dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi
serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi.
Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan

Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”,
yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang
tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”
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Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, Sekretariat
KPU Kota Sawahlunto memberikan layanan sesuai dengan tugas, wewenang
dan kewajibannya. Dalam pencapaian sasaran strategis KPU, Sekretariat KPU
Kota Sawahlunto pada Tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi kelembagaan
menetapkan sasaran kegiatan berupa :
a. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan;
b. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan,

pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik
Pemilu;

c. Terwujudnya pelaksanaan program dan anggaran yang berkualitas ;
d. Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Perkantoran KPU;
e. Terlaksananya efektifitas Sistem Pengendalian Internal;
f. Terlaksananya bimbingan teknis, supervisi, publikasi, sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu, dan pendidikan pemilih.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat KPU Kota Sawahlunto telah menetapkan rencana kinerja yang

akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji
rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai
berikut:

Tabel 5 Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya rencana

kerja dan anggaran
yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan
terhadap rencana kerja yang telah
ditetapkan

24 kali

2 Terwujudnya Sistem
Administrasi
Penyelenggaraan
Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu

100%

3 Terwujudnya Sistem
Administrasi
Penyelenggaraan
Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

Pencapaian Target Kinerja yang
tercapai sesuai dengan perjanjian
kinerja

100%

4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 75,90%
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
5 Meningkatnya

penyelesaian
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan

100%

6 Terlaksananya sistem
akuntansi dan
pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan yang
diselesaikan tepat waktu

14 Laporan

7 Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran

Jumlah laporan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran berbasis aplikasi yang
tepat waktu dan valid

12 Laporan

8 Terwujudnya
pengelolaan barang
milik negara sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Persentase barang milik negara
yang dikelola sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

100%

9 Terwujudnya dukungan
sarana dan prasarana
guna meningkatkan
kelancaran tugas KPU

Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerja satker
yang berfungsi dengan baik

100%

10 Meningkatnya kualitas
tata kelola administrasi
persuratan dan
pengelolaan arsip

Persentase arsip yang dikelola
sesuai jadwal retensi arsip (JRA)

100%

11 Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan
penyampaian Kartu Kendali SPIP
secara lengkap dan tepat waktu

100%

12 Tersusunnya keputusan
KPU Kota sesuai
kerangka regulasi

Persentase keputusan KPU Kota
yang disusun dan sesuai dengan
kerangka regulasi

100%

13 Terlaksananya
pengelolaan dan
pelayanan informasi
hukum

Persentase produk hukum yang
dikelola didokumentasikan dan
disajikan sesuai peraturan
perundang-undangan

100%

14 Terlaksananya
penyelesaian sengketa
dan pelayanan

Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan

98%
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

pertimbangan hukum
15 Meningkatnya tertib

administrasi dan
pengelolaan sumber
daya manusia

Persentase pegawai yang
mendapatkan layanan kepegawaian
secara tepat waktu dan akurat

100%

16 Pendidikan pemilih
kepada masyarakat
umum

Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih
kepemiluan dan demokrasi” untuk
masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh KPU Kota

12 Kegiatan

17 Meningkatnya kualitas
layanan informasi dan
data yang cepat serta
akurat

Persentase permohonan informasi
yang ditindaklanjuti melalui PPID
sesuai dengan SOP

100%

18 Meningkatnya kualitas
layanan informasi dan
data yang cepat serta
akurat

Persentase informasi dan publikasi
non tahapan Pemilu/Pemilihan yang
dimuat dilaman atau media sosial

100%

19 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih dan beribawa
(clean governance)

Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100%

C. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2025 - 2029
Sehubungan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun

2025–2029 yang saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Biro
Perencanaan dan Organisasi KPU RI, maka penetapan target sasaran
strategis pada dokumen ini untuk sementara masih mengacu pada RENSTRA
KPU RI Tahun 2020–2024. Penyesuaian terhadap target sasaran strategis
akan dilakukan setelah RENSTRA KPU RI Tahun 2025–2029 ditetapkan
secara resmi.
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Tabel 6 Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024 dengan KPU RI
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024 2025
RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang Mandiri, Professional dan Berintegritas
Terwujudnya Sistem
Informasi mengenai
Partai Politik yang

andal dan berkualitas

Persentase informasi
mengenai partai politik
yang mutakhir dan
dipublikasikan pada

publik

20% - 25% - 30% 30% 35% 35% 40% 40% 40% 40%

Terwujudnya Sumber
Daya Manusia dan
Lembaga yang
berkualitas

Indeks Reformasi
Birokrasi

76 - 77 77 78 78 79 79 80 80 80 80

Nilai Akuntabilitas
Kinerja

B B B B B B B B B B B B

Nilai Keterbukaan
Informasi Publik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
Terwujudnya

Kesadaran Pemilih,
Kepemiluan dan

Demokrasi yang tinggi
untuk seluruh lapisan

masyarakat

Persentase Partisipasi
Pemilih dalam

Pemilu/Pemilihan

77,5% 77,5% 77,5% - 77,5% - 77,5% - 77,5% 77,5% 77,5% 77,5%

Persentase Partisipasi
Pemilih Perempuan

dalam Pemilu/Pemilihan

77% 77% 77% - 77% - 77% - 77% 77% 77% 77%

Persentase Partisipasi
Pemilih Disabilitas

dalam Pemilu/Pemilihan

77% 77% 77% - 77% - 77% - 77% 77% 77% 77%

Terwujudnya
koordinasi

penyelenggaraan
kepemiluan yang

sesuai dengan Standar
Pelayanan Publik,
disertai pengelolaan
data dan informasi
serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu
berbasis teknologi
informasi yang
terintegrasi

Persentase Pemilih
yang Berhak Memilih
Tetapi Tidak Masuk
dalam Daftar Pemilih

Tetap

0,20% 0,20% 0,19% - 0,18% - 0,17% - 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

Terwujudnya
Pemilu/Pemilihan sesuai

dengan jadwal dan
ketentuan yang berlaku

100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100% 100% 100%

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Terwujudnya Pemilu
Serentak yang aman
dan damai disertai

Terlaksanakannya
Pemilu/Pemilihan yang

Aman dan Damai

100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100% 100% 100%
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Tujuan Sasaran Strategis Indikator Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024 2025

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota
penyelesaian sengketa

hukum yang baik
Persentase Sengketa

Hukum yang
dimenangkan KPU Kota

Sawahlunto

89% 89% 89% - 89% - 89% - 89% 90% 89% 90%

Pada tabel di bawah adalah perbandingan realisasi dan capaian kerja yang sudah sesuai dengan RENSTRA KPU Kota
Sawahlunto 2020 - 2024

Tabel 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian 2023 - 2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
Jumlah revisi yang dilakukan
terhadap rencana kerja yang telah
ditetapkan

24 kali 24 kali 24 kali 27 kali 24 kali 24 kali -12,5% 100% 100%

2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Pencapaian Target Kinerja yang
tercapai sesuai dengan perjanjian
kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) - 74,85% 74,85% 75,90% 77,70% - -
5. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
Persentase penyelesaian
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan yang
diselesaikan tepat waktu

14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14
Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% 100% 100%
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

7. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Jumlah laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran berbasis
aplikasi yang tepat waktu dan valid

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12
Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 100% 100%

8. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Persentase barang milik negara yang
dikelola sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
Persentase sarana transportasi untuk
mendukung kinerja satker yang
berfungsi dengan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
Persentase arsip yang dikelola
sesuai jadwal retensi arsip (JRA) - 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU
Persentase pengisian dan
penyampaian Kartu Kendali SPIP
secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi
Persentase keputusan KPU Kota
yang disusun dan sesuai dengan
kerangka regulasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
Persentase produk hukum yang
dikelola didokumentasikan dan
disajikan sesuai peraturan
perundang-undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
Persentase pegawai yang
mendapatkan layanan kepegawaian - 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

secara tepat waktu dan akurat
15. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan - 98% 100% - N/A 100% - N/A 100%

16. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum
Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih
kepemiluan dan demokrasi” untuk
masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh KPU Kota

12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

17. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase permohonan informasi
yang ditindaklanjuti melalui PPID
sesuai dengan SOP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase informasi dan publikasi
tahapan dan non tahapan
Pemilu/Pemilihan yang dimuat
dilaman atau media sosial

- 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%

19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa (clean governance)
Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti - 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%
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D. Rencana Kinerja Tahun 2025
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 KPU Kota Sawahlunto adalah sebagai

berikut:
Tabel 8 Rencana Kinerja Tahun 2025

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Mewujudkan

Komisi Pemilihan
Umum Kota
Sawahlunto yang
Mandiri,
Professional dan
Berintegritas

Terwujudnya Sistem
Informasi mengenai
Partai Politik yang
andal dan berkualitas

Persentase informasi
mengenai partai
politik yang mutakhir
dan dipublikasikan
pada publik

40%

Terwujudnya Sumber
Daya Manusia dan
Lembaga yang
berkualitas

Indeks Reformasi
Birokrasi 80

Nilai Akuntabilitas
Kinerja B

Nilai Keterbukaan
Informasi Publik 100%

2 Menyelenggarakan
Pemilu Serentak
Yang Demokratis,
Tepat Waktu,
Efisien dan Efektif.

Terwujudnya
Kesadaran Pemilih,
Kepemiluan dan
Demokrasi yang
tinggi untuk seluruh
lapisan masyarakat

Persentase
Partisipasi Pemilih
dalam
Pemilu/Pemilihan

77,5%

Persentase
Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan

77%

Persentase
Partisipasi Pemilih
Disabilitas dalam
Pemilu/Pemilihan

77%

Terwujudnya
koordinasi
penyelenggaraan
kepemiluan yang
sesuai dengan
Standar Pelayanan
Publik, disertai
pengelolaan data dan
informasi serta
dokumentasi
pelaksanaan Pemilu
berbasis teknologi
informasi yang
terintegrasi

Persentase Pemilih
yang Berhak Memilih
Tetapi Tidak Masuk
dalam Daftar Pemilih
Tetap

0,16%

Persentase Pemilih
yang Berhak Memilih
dan Masuk dalam
Daftar Pemilih Tetap

100%
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No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
3 Mewujudkan

Pemilu Serentak
yang Langsung,
Umum, Bebas,
Rahasia, Jujur dan
Adil

Terwujudnya Pemilu
Serentak yang aman
dan damai disertai
penyelesaian
sengketa hukum
yang baik

Terlaksanakannya
Pemilu/Pemilihan
yang Aman dan
Damai

100%

Persentase Sengketa
Hukum yang
dimenangkan KPU
Kota Sawahlunto

98%
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto merupakan suatu proses

kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian
Kinerja per-bagian tersebut secara menyeluruh merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan yang mencerminkan kinerja lembaga secara menyeluruh.

19 (sembilan belas) sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja
dilakukan pengukuran melalui indikator kinerja dengan capaian maksimal 100%,
maka dari itu terlahir capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 9 Pengukuran Kinerja KPU Kota Sawahlunto
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap
rencana kerja yang telah ditetapkan

24 kali 24 kali 100%

2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif
dan efisien
Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

100% 100% 100%

3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif
dan efisien
Pencapaian Target Kinerja yang tercapai
sesuai dengan perjanjian kinerja

100% 100% 100%

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 74,85% 75,90% 100%

5. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
ketentuan
Persentase penyelesaian
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan

100% 100% 100%

6. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan yang diselesaikan
tepat waktu

14 Laporan 14 Laporan 100%

7. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Jumlah laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran berbasis aplikasi
yang tepat waktu dan valid

12 Laporan 12 Laporan 100%

8. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Persentase barang milik negara yang
dikelola sesuai dengan peraturan

100% 100% 100%
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
perundang-undangan yang berlaku
9. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran
tugas KPU
Persentase sarana transportasi untuk
mendukung kinerja satker yang berfungsi
dengan baik

100% 100% 100%

10. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
Persentase arsip yang dikelola sesuai
jadwal retensi arsip (JRA)

100% 100% 100%

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU
Persentase pengisian dan penyampaian
Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan
tepat waktu

100% 100% 100%

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi
Persentase keputusan KPU Kota yang
disusun dan sesuai dengan kerangka
regulasi

100% 100% 100%

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
Persentase produk hukum yang dikelola
didokumentasikan dan disajikan sesuai
peraturan perundang-undangan

100% 100% 100%

14. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
Persentase pegawai yang mendapatkan
layanan kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat

100% 100% 100%

15. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan

98% 100% 100%

16. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum
Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih
kepemiluan dan demokrasi” untuk
masyarakat umum yang dilaksanakan
oleh KPU Kota

12 12 100%

17. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase permohonan informasi yang
ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan
SOP

100% 100% 100%

18. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase informasi dan publikasi
tahapan dan non tahapan
Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman
atau media sosial

100% 100% 100%

19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa (clean
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
governance)
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja diatas, diperoleh
dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai
berikut :

Tabel 10 Rentang Nilai Pencapaian Kinerja
No. Rentang Nilai (%) Keterangan
1 100 Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target

indikator kinerja.
2 91 - 100 Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target

indikator kinerja.
3 71 - 90 Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target

indikator kinerja.
4 51 - 70 Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

target indikator kinerja.
5 0 - 50 Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai

dengan target indikator kinerja.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Sawahlunto pada
Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 11 Revisi dalam Satu Tahun Anggaran
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap
rencana kerja yang telah ditetapkan

24 kali 15 kali 100%

1) Revisi DIPA
Pada proses perencanaan anggaran tidak pernah lepas dari revisi anggaran.

Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/
atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai
APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran
berkenaan.1 Revisi Anggaran dimaknai sebagai perubahan rencana kerja dan
anggaran berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi kinerja yang
telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas
DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan. Pada prinsipnya
terdapat dua jenis revisi yang bisa dilaksanakan satker yaitu Revisi DIPA yang bisa
diproses melalui Kanwil DJPb, dan Revisi Satker yang bisa dilaksanakan mandiri
oleh satker.

Sepanjang Tahun 2025 untuk dukungan kegiatan rutin Tahun 2025 dan
kegiatan tahapan Pemilihan Tahun 2024 telah dilaksanakan Revisi DIPA sejumlah
15 kali. Revisi DIPA ini terjadi karena terdapat penambahan belanja dan perlunya

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pasal 1 Angka 91
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dilakukan pemutakhiran terhadap POK KPU Kota Sawahlunto. Rincian history revisi
DIPA KPU Kota Sawahlunto bisa dilihat dalam tabel yang diambil dari aplikasi
https://satudja.kemenkeu.go.id/ sebagai berikut:

Tabel 12 History Revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto
Revisi Tanggal Digital Stamp Pagu (Rp.)

0 29 Nov 2024 1916 0033 5768 1058 2.502.358.000
1 04 Feb 2025 9809 9560 2065 0106 3.302.358.000
2 21 Feb 2025 3792 3523 0277 1005 3.273.870.000
3 04 Mar 2025 9465 0493 9207 0730 3.273.884.000
4 07 Mei 2025 5220 7115 7107 0974 3.214.563.000
5 08 Mei 2025 9004 7151 1296 7780 3.191.454.000
6 20 Mei 2025 9004 7151 1296 7780 3.191.454.000
7 22 Mei 2025 9004 7151 1296 7780 3.191.454.000
8 23 Jun 2025 9881 5328 5260 8130 4.022.942.000
9 07 Jul 2025 9881 5328 5260 8130 4.022.942.000
10 20 Agu 2025 0961 5579 2826 3420 4.111.505.000
11 01 Okt 2025 0961 5579 2826 3420 4.111.505.000
12 03 Nov 2025 3866 6670 1814 4009 4.032.039.000
13 24 Nov 2025 3866 6670 1814 4009 4.032.039.000
14 26 Nov 2025 3866 6670 1814 4009 4.032.039.000
15 15 Des 2025 3866 6670 1814 4009 4.032.039.000
16 20 Jan 2026 1490 0839 0181 5694 4.033.825.000

Revisi DIPA yang dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025
menunjukkan adanya dinamika pengelolaan anggaran yang responsif terhadap
kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan. Revisi pertama tercatat pada
akhir November 2024 sebagai dasar awal pagu anggaran, yang kemudian
mengalami penyesuaian signifikan pada Februari 2025 dengan peningkatan pagu.
Penyesuaian ini mencerminkan proses penyelarasan awal program dan kegiatan
terhadap kebutuhan operasional tahun berjalan.

Selanjutnya, pada periode Februari hingga Maret 2025, dilakukan beberapa
kali revisi dengan nilai pagu yang relatif stabil. Tahapan ini menggambarkan proses
pemantapan perencanaan anggaran agar lebih akurat dan selaras dengan
pelaksanaan kegiatan. Memasuki bulan Mei 2025, terjadi beberapa revisi berurutan
dengan kecenderungan penurunan pagu anggaran. Hal tersebut menunjukkan
adanya efisiensi, realokasi, atau penyesuaian kembali terhadap prioritas kegiatan
tanpa mengganggu target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada bulan Juni hingga Juli 2025, terjadi peningkatan pagu anggaran yang
cukup signifikan. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penambahan kebutuhan
anggaran, baik untuk mendukung kegiatan strategis maupun penyesuaian kebijakan
yang berkembang di tingkat pusat. Revisi kembali dilakukan pada Agustus hingga
Oktober 2025 dengan pagu yang stabil, menandakan bahwa struktur anggaran telah
berada pada kondisi yang relatif final dan siap mendukung pelaksanaan kegiatan
hingga akhir tahun.

https://satudja.kemenkeu.go.id/
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Menjelang akhir tahun anggaran, revisi DIPA pada bulan November dan
Desember 2025 menunjukkan penyesuaian terakhir dengan kecenderungan
penurunan pagu. Tahapan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi dan
penyesuaian akhir anggaran agar selaras dengan realisasi pelaksanaan kegiatan
serta ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Secara keseluruhan, rangkaian revisi DIPA Tahun 2025 mencerminkan
pengelolaan anggaran yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada efektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan pagu yang terjadi sepanjang tahun
merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa anggaran digunakan secara
optimal untuk mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

2) Revisi POK
Secara sederhana, revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) menggunakan

aplikasi SAKTI merupakan proses perubahan atau penyesuaian rincian pelaksanaan
anggaran—seperti komponen kegiatan, akun belanja, volume, jadwal, maupun
penanggung jawab—yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan
rencana pelaksanaan kegiatan dengan kondisi riil di lapangan, hasil evaluasi
pelaksanaan anggaran, atau kebijakan baru yang muncul di tengah tahun anggaran.

Melalui aplikasi SAKTI, setiap usulan revisi POK dicatat, diproses, dan
divalidasi secara terintegrasi, sehingga perubahan yang dilakukan tetap berada
dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan. Mekanisme ini memastikan bahwa revisi dilakukan secara
tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memudahkan
pengendalian dan pengawasan anggaran.

Dengan demikian, revisi POK melalui SAKTI bukan sekadar perubahan
administratif, melainkan instrumen pengelolaan anggaran yang memungkinkan
instansi bekerja lebih adaptif, efisien, dan tetap patuh pada prinsip akuntabilitas
keuangan negara.

Dalam hal ini, KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan sebanyak 4 kali
revisi POK. Hal ini dibuktikan dengan screenshoot dari sub menu monitoring pada
aplikasi https://sakti.kemenkeu.go.id/.

Gambar 1 Screenshoot Data Usulan Terakhir POK

Tabel 13 Laporan Monitoring dan Evaluasi
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan
efisien
Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

100% 100% 100%

https://sakti.kemenkeu.go.id/
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KPU Kota Sawahlunto melaksanakan pemantauan realisasi dan pelaksanaan
kegiatannya secara sistematis dengan mengikuti kerangka kerja nasional. Proses ini
dilakukan melalui aplikasi elektronik e-Monev BAPPENAS https://e-
monev.bappenas.go.id/, yang berfungsi sebagai sistem pelaporan dan evaluasi
kinerja utama bagi instansi pemerintah.

Secara hukum, penggunaan sistem e-Monev ini dilandasi oleh Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang menjadi dasar bagi semua
instansi, termasuk KPU Kota Sawahlunto, dalam melaporkan capaian kinerjanya.

Terkait dengan teknis pelaksanaannya, KPU Kota Sawahlunto melakukan
pengisian data ke dalam aplikasi e-Monev setiap awal bulan. Pengisian ini dilakukan
dengan mempertimbangkan dan memasukkan semua data capaian kegiatan yang
telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya, sehingga memastikan bahwa laporan
bersifat aktual dan akurat.

Setelah proses pengisian bulanan, terdapat mekanisme evaluasi dan verifikasi
yang berjenjang. Pada skala nasional, BAPPENAS sebagai pengelola sistem
kemudian mengunci data setiap akhir triwulan. Penguncian ini menandai berakhirnya
periode penginputan dan menjadikan data tersebut sebagai bahan evaluasi resmi
triwulanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi, KPU Kota
Sawahlunto mencetak laporan resmi dari sistem e-Monev setiap triwulan. Laporan
cetak ini berfungsi sebagai arsip fisik dan bahan untuk keperluan administrasi, audit,
atau pemeriksaan internal, yang melengkapi data digital dalam sistem. Berikut
adalah dashboard pada aplikasi https://e-monev.bappenas.go.id/.

Gambar 2 Dashboard Pengisian E-MONEV
Tabel 14 Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan
efisien
Pencapaian Target Kinerja yang tercapai
sesuai dengan perjanjian kinerja

100% 100% 100%

https://e-monev.bappenas.go.id/
https://e-monev.bappenas.go.id/
https://e-monev.bappenas.go.id/
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Pada Tahun 2025, KPU Kota Sawahlunto telah mencatat kinerja yang sangat
baik dan konsisten dalam menjalankan mandatnya. Dari 19 indikator kinerja utama,
seluruhnya berhasil mencapai target 100%, menunjukkan efektivitas dan akurasi
yang tinggi dalam pelaksanaan program kerja. Pencapaian ini didukung oleh sistem
administrasi dan pemantauan yang terstruktur.

Tabel 15 Analisis Capaian Berdasar Kategori
Kategori Fokus Indikator Terkait Capaian Utama

Akuntabilitas & Pelaporan Indikator 4, 5, 6, 7, 11 SAKIP 75.9% (melebihi
target), seluruh laporan
keuangan & anggaran
tepat waktu (100%).

Tata Kelola Administrasi Indikator 1, 10, 12, 13, 14 24 revisi RKA berjalan
efektif, pengelolaan arsip,
SDM, dan produk hukum
100% tertib.

Layanan Publik & Pemilu Indikator 16, 17, 18, 19 12 kegiatan pendidikan
pemilih terlaksana,
layanan informasi &
penanganan pengaduan
100%.

Dukungan Logistik & Aset Indikator 8, 9 Pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) dan
ketersediaan sarana
transportasi berfungsi
100%.

Beberapa sorotan dan penjelasan mengenai capaian kunci adalah sebagai
berikut:
1. Akuntabilitas Keuangan yang Kuat: Capaian 100% pada seluruh indikator

pelaporan keuangan (Indikator 5, 6, 7) dan Nilai SAKIP yang melampaui target
membuktikan bahwa tata kelola keuangan telah dilaksanakan dengan penuh
disiplin, transparan, dan sesuai regulasi. Hal ini menjadi fondasi utama dalam
membangun kepercayaan publik.

2. Efisiensi dalam Perencanaan: Proses 24 kali revisi rencana kerja (Indikator 1)
yang mencapai target 100% bukanlah indikasi ketidakefisienan, melainkan
mencerminkan dinamika dan responsifnya perencanaan anggaran terhadap
perubahan kondisi, kebutuhan di lapangan, dan penyesuaian regulasi, sehingga
anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.

3. Komitmen pada Layanan Publik: Pelaksanaan 12 kegiatan pendidikan pemilih
(Indikator 16) serta capaian 100% dalam layanan informasi dan penanganan
pengaduan (Indikator 17, 19) menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan
partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemilu.

4. Penyelenggaraan yang Bersih dan Berwibawa (Clean Governance): Capaian
100% pada penanganan pengaduan masyarakat dan pengisian Kartu Kendali
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SPIP (Indikator 11, 19) merupakan bukti nyata upaya mewujudkan prinsip clean
governance serta sistem pengendalian intern yang berjalan baik.
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Sehubungan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2025–2029 yang saat ini masih dalam proses penyusunan
oleh Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI, maka penetapan target sasaran strategis pada dokumen ini untuk sementara masih
mengacu pada RENSTRA KPU RI Tahun 2020–2024. Penyesuaian terhadap target sasaran strategis akan dilakukan setelah
RENSTRA KPU RI Tahun 2025–2029 ditetapkan secara resmi. Pada tabel di bawah adalah perbandingan realisasi dan capaian kerja
yang sudah sesuai dengan RENSTRA KPU Kota Sawahlunto 2023–2025.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian 2023–2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

20. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
Jumlah revisi yang dilakukan
terhadap rencana kerja yang
telah ditetapkan

24 kali 24 kali 24 kali 27 kali 24 kali 24 kali -12,5% 100% 100%

21. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Persentase laporan monitoring
dan evaluasi yang akuntabel
dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Pencapaian Target Kinerja
yang tercapai sesuai dengan
perjanjian kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja
(SAKIP) - 74,85% 74,85% 75,90% 77,70% - -

24. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
Persentase penyelesaian
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran sesuai
ketentuan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

25. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan yang diselesaikan
tepat waktu

14
Laporan

14
Laporan

14
Laporan

14
Laporan

14
Laporan

14
Laporan 100% 100% 100%

26. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Jumlah laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
berbasis aplikasi yang tepat
waktu dan valid

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan 100% 100% 100%

27. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Persentase barang milik
negara yang dikelola sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerja
satker yang berfungsi dengan
baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
Persentase arsip yang dikelola
sesuai jadwal retensi arsip
(JRA)

- 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%

30. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

Persentase pengisian dan
penyampaian Kartu Kendali
SPIP secara lengkap dan tepat
waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi
Persentase keputusan KPU
Kota yang disusun dan sesuai
dengan kerangka regulasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
Persentase produk hukum
yang dikelola
didokumentasikan dan
disajikan sesuai peraturan
perundang-undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
Persentase pegawai yang
mendapatkan layanan
kepegawaian secara tepat
waktu dan akurat

- 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%

34. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
Persentase sengketa hukum
yang dimenangkan - 98% 100% - N/A 100% - N/A 100%

35. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum
Jumlah kegiatan “pendidikan
pemilih kepemiluan dan
demokrasi” untuk masyarakat

12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
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Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

umum yang dilaksanakan oleh
KPU Kota
36. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase permohonan
informasi yang ditindaklanjuti
melalui PPID sesuai dengan
SOP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase informasi dan
publikasi tahapan dan non
tahapan Pemilu/Pemilihan
yang dimuat dilaman atau
media sosial

- 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%

38. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa (clean governance)
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

- 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%
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Tabel 17 SAKIP
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 74,85% 75,90% 100%

KPU Kota Sawahlunto mendapatkan nilai 77,70 dengan predikat “BB” (Sangat
Baik), hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dibandingkan dengan capaian kinerja sudah memuaskan dan akuntabel, berkinerja
baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Meskipun begitu, di KPU Kota Sawahlunto masih terdapat
kelemahan/kekurangan, beberapa diantaranya adalah:
a. Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat,

misalnya presentase tingkat partisipasi pemilih Kab/Kota dengan presentase
tingkat pemilih tingkat nasional;

b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024,
KPU Kota Sawahlunto melaksanakan upaya perbaikan pada dokumen perencanaan
kinerja dan pelaporan kinerja untuk Tahun 2024 dan juga Tahun 2025. Beberapa
diantaranya adalah:
a. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 sudah dibahas dalam rapat pleno tanggal 20

November 2025 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor
55/PK.01-BA/1373/2/2025;

b. Dua poin rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun 2024 akan dilakukan dengan
melakukan revisi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan memasukan dua poin tersebut
ke Laporan Kinerja Tahun 2025.

Tabel 18 Penggunaan Anggaran
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

5. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
ketentuan
Persentase penyelesaian
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan

100% 100% 100%

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto. Penyusunannya berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan
oleh KPU sebagai entitas pelaporan.
1) Proses dan Sistem: Laporan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI),

yang merupakan prosedur manual dan terkomputerisasi untuk pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi dan operasi keuangan.
Proses ini menerapkan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah yang sehat.

2) Revisi Anggaran: Selama periode 2025, dilakukan revisi terhadap Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Perubahan ini dilakukan untuk
menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi aktual saat
pelaksanaan, dengan mempertimbangkan sumber pendapatan dan jenis belanja.



34 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2025

Tabel 19 Rincian Jenis Belanja per 15 Desember 2025

DIPA Awal DIPA 15

Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak - -
Jumlah Pendapatan - Uraian

Jenis Belanja
Belanja Pegawai Rp 2.196.096.000 Rp 2.898.514.000
Belanja Barang Rp 306.262.000 Rp 356.620.000
Belanja Modal - Rp 49.604.000
Belanja Bantuan Sosial - -
Jumlah Belanja Rp 2.502.358.000 Rp 4.032.039.000

Tabel 20 Perbandingan Jenis Belanja 2023-2024
URAIAN 2023 (Rp.) 2024 (Rp.) 2025 (Rp.)

Belanja Pegawai 2.321.800.760 2.333.337.016 2.900.116.895
Belanja Barang 8.014.474.157 20.046.803.274 1.083.905.801
Belanja Modal 314.322.153 196.898.500 49.528.000

Jumlah 10.650.597.070 20.477.038.790 4.033.550.696

Jenis belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto terdiri atas tiga
kategori utama: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Data
perbandingan belanja selama tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika alokasi
anggaran sebagai berikut.
1) Belanja Pegawai menunjukkan tren yang relatif stabil dari Tahun 2023 hingga

2025, mencerminkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan operasional dan
kebijakan kepegawaian.

2) Belanja Barang mengalami peningkatan pada Tahun 2024 dan 2025, sejalan
dengan intensifikasi kegiatan pemilihan dan kebutuhan operasional harian yang
meningkat.

3) Belanja Modal menunjukkan penurunan pada Tahun 2025, yang
mengindikasikan adanya efisiensi pengadaan sarana prasarana pendukung
penyelenggaraan pemilu.

Seluruh realisasi penggunaan anggaran tersebut telah dicatat dan dapat
dipertanggungjawabkan melalui sistem aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
yang dapat diakses di https://sakti.kemenkeu.go.id/.

Berdasarkan Revisi DIPA Ke-15, total pagu anggaran yang ditetapkan adalah
sebesar Rp 4.032.039.000,00. Hingga hari ini, realisasi anggaran telah mencapai Rp
3.970.170.596,00 atau setara dengan 98,47% dari total pagu. Dengan capaian
realisasi tersebut, KPU Kota Sawahlunto menunjukkan kinerja anggaran yang efektif
dan terkendali, serta senantiasa berkomitmen untuk menjalankan prinsip
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah
grafik perbandingan jenis belanja dari Tahun 2023-2025.

https://sakti.kemenkeu.go.id/
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Bagan 3 Perbandingan Jenis Belanja 2023-2025

Tabel 21 Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

6. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan yang diselesaikan
tepat waktu

14 Laporan 14 Laporan 100%

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun oleh
Sekretariat KPU Kota Sawahlunto terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Laporan
Keuangan dan Laporan Rincian Keuangan. Kedua jenis laporan tersebut diakses
melalui Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada aplikasi Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui laman https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-
Zg7BviiuXviBn9TvfiA.

Modul GLP merupakan modul dalam aplikasi SAKTI yang berfungsi untuk
menyusun jurnal akuntansi yang dipicu oleh transaksi dari modul-modul lain, serta
untuk melakukan penyesuaian dan pencatatan jurnal yang tidak dihasilkan secara
otomatis oleh modul lain.

Dalam pelaporan melalui Modul GLP terdapat 14 jenis laporan, yang terdiri
atas 12 laporan bulanan dan 2 laporan semester, mencakup baik Laporan Keuangan
maupun Laporan Rincian Keuangan. Sekretariat KPU Kota Sawahlunto telah
menyusun 14 laporan yang menjadi kewenangan dan kewajiban pelaporan pada
aplikasi SAKTI. Penyusunan laporan tersebut dibuktikan dengan tangkapan layar
aplikasi sebagaimana ditampilkan di bawah ini.

https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA
https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA
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Gambar 3 Menu Unduh Laporan Rincian Keuangan SAKTI Modul Bendahara

Tabel 22 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

7. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Jumlah laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran berbasis aplikasi
yang tepat waktu dan valid

12 Laporan 12 Laporan 100%

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun melalui aplikasi
SIMONIKA yang dapat diakses pada laman https://simonika2.kpu.go.id/. SIMONIKA
merupakan singkatan dari Sistem Informasi Monitoring Keuangan, yaitu aplikasi yang
digunakan sebagai sarana pemantauan keuangan secara berjenjang, dengan satuan
kerja berperan sebagai penyedia data realisasi anggaran.

Aplikasi SIMONIKA berfungsi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian,
serta evaluasi penggunaan anggaran, dengan menyajikan data realisasi yang
bersumber dari setiap akun belanja dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2025. Data
realisasi tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk file Microsoft Excel, yang
memuat rincian capaian realisasi anggaran per akun secara terstruktur dan terukur.

Hasil pengolahan data melalui aplikasi SIMONIKA selanjutnya digunakan
sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran serta sebagai
dasar analisis kinerja pelaksanaan anggaran. Contoh tangkapan layar dari hasil olah
data aplikasi SIMONIKA per November 2025 disajikan sebagai berikut.

https://simonika2.kpu.go.id/
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Gambar 4 Rincian Akun LPPA

Dari olah data tersebut, diperoleh data KPU Kota Sawahlunto didukung pagu
anggaran sebesar Rp 3.256.920.000,00 yang bersumber dari APBN dan Rp
776.905.000,00 dari Hibah Pilkada 2024. Penyerapan/realisasi anggaran APBN dan
Hibah dari jumlah pagu tersebut sebesar Rp 4.033.550.696,00 dengan presentase
sebesar 99,99%.

Tabel 23 Persentase Barang Milik Negara Yang Dikelola
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

8. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
ketentuan
Persentase barang milik negara yang
dikelola sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

100% 100% 100%

Laporan Barang Pengguna ini memuat data BMN yang dikelola oleh KPU
Kota Sawahlunto hingga akhir Tahun 2025. Aset dicatat berdasarkan Sub Sub
Kelompok Barang dan mencakup barang baik yang tercatat dalam neraca
(intrakomptabel) maupun yang digunakan dalam operasional (ekstrakomptabel).

Ringkasan Nilai BMN:
 Saldo Awal (1 Januari 2025): Rp 2,497,797,660
 Penambahan selama 2025: Rp 393,397,123
 Pengurangan selama 2025: Rp 475,609,617
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 Saldo Akhir (31 Desember 2025): Rp 2,454,389,331
Komposisi Aset Utama:
Aset BMN didominasi oleh:

1) Peralatan dan Mesin – termasuk kendaraan dinas (Silicon Wagon, Mini Bus),
generator, peralatan audiovisual, dan perangkat TI.

2) Komputer & Perangkat Pendukung – seperti PC, laptop, tablet, printer, dan
periferal lainnya.

3) Peralatan Kantor & Logistik – meliputi meja, kursi, AC, peralatan rapat, dan
perangkat komunikasi.

4) Bangunan Gedung – dengan nilai signifikan yang mendukung operasional
penyelenggaraan pemilu.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban:
Seluruh mutasi barang (penambahan dan pengurangan) telah dicatat sesuai

ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini disusun sebagai bentuk
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN, serta menjadi dasar
perencanaan dan evaluasi kebutuhan aset untuk pelaksanaan tugas KPU ke depan.

Dokumen ini telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Unit Akuntansi Pengelola Barang (UAPB) KPU Kota Sawahlunto. Berikut adalah
rincian Laporan Barang Pengguna Gabungan.

Tabel 24 Laporan Barang Pengguna Gabungan Halaman I
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Tabel 25 Laporan Barang Pengguna Gabungan Halaman II

Tabel 26 Laporan Barang Pengguna Gabungan Halaman III

Tabel 27 Daftar Sarana Transportasi di KPU Kota Sawahlunto
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

9. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran
tugas KPU
Persentase sarana transportasi untuk
mendukung kinerja satker yang berfungsi
dengan baik

100% 100% 100%

Berikut adalah daftar sarana transportasi yang berada pada KPU Kota
Sawahlunto beserta dengan pemegangnya per 16 Desember 2025.

Tabel 28 Daftar Transportasi Kantor KPU Kota Sawahlunto
No Kode Barang Jenis Barang Merk/Type Pemegang
1 3.02.01.01.003 Station Wagon Daihatsu Terios Operasional
2 3.02.01.02.003 Mini Bus Toyota Hamdani
3 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Yamaha/5 LM Rika Arnelia
4 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Honda/NF 125 TRF Puti Astri P
5 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Honda/ GL 160 D Evildo Ramance
6 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Honda/NF 125 TRF Febdori Armansyah
7 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Honda/NF 125 TRF Fredo Permana
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No Kode Barang Jenis Barang Merk/Type Pemegang
8 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Honda/ GL 160 D Operasional

Tabel 29 Tata Kelola Arsip
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

10. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
Persentase arsip yang dikelola sesuai
jadwal retensi arsip (JRA)

100% 100% 100%

Pengelolaan arsip pada Sekretariat KPU Kota Sawahlunto menggunakan
penyimpanan google drive dengan pengambilan nomor melalui google sheet. Berikut
adalah daftar berdasarkan jenis dokumen yang terkumpul dalam media tersebut.

Tabel 30 Daftar Arsip 2024
No Arsip Jumlah Arsip
1 Surat Keluar Sekretaris 170
2 Surat Perintah Sekretaris 12
3 SOP Sekretaris 4
4 Lembar Konfirmasi Sekretaris 14
5 Undangan Sekretaris 22
6 Surat Tugas Sekretaris 63
7 Surat Pernyataan Sekretaris 77
8 Cuti/Izin 175
9 SK Sekretaris 26
10 Berita Acara Sekretaris 97
11 Surat Keluar Ketua 71
12 Surat Perintah Ketua 6
13 Undangan Ketua 81
14 Surat Tugas Ketua 64
15 PKS Ketua 1
16 Surat Pernyataan Ketua 16
17 SK Ketua 24
18 Berita Acara Ketua 61
19 Surat Kuasa Khusus Ketua 1
20 Surat Masuk Ketua 163
21 Surat Masuk Sekretaris 195
22 Nota Dinas 89
23 Pengumumam Sekretaris 4
24 Rekomendasi 1
25 Surat Keterangan Ketua 1
26 BA Alih Media Arsip 28

TOTAL 1466

Tabel 31 Pelaksanaan SPIP 2024
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU



41 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase pengisian dan penyampaian
Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan
tepat waktu

100% 100% 100%

Penyampaian Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dilakukan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi e-SPIP yang dapat diakses pada
tautan https://e-spip.kpu.go.id/spip. Melalui aplikasi ini, satuan kerja menyampaikan
laporan kendali SPIP sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi atas penerapan
pengendalian intern, guna memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien,
transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut disajikan tangkapan
layar aplikasi e-SPIP sebagai dokumentasi pelaksanaan penyampaian Kendali SPIP.

Gambar 5 SPIP Januari

Gambar 6 SPIP Februari

https://e-spip.kpu.go.id/spip
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Gambar 7 SPIP Maret

Gambar 8 SPIP April

Gambar 9 SPIP Mei
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Gambar 10 SPIP Juni

Gambar 11 SPIP Juli

Gambar 12 SPIP Agustus
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Gambar 13 SPIP September

Gambar 14 SPIP Oktober

Gambar 15 SPIP November
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Tabel 32 Penyusunan Keputusan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi
Persentase keputusan KPU Kota yang
disusun dan sesuai dengan kerangka
regulasi

100% 100% 100%

Arsip Surat Keputusan tersebut telah terdokumentasi dengan baik secara
hardcopy maupun softycopy di melalui google spreadsheet. Berikut adalah daftar
Keputusan KPU Kota Sawahlunto yang dibuat pada 2024 sesuai dengan jenisnya.

Tabel 33 Rincian SK Ketua KPU Kota Sawahlunto Tahun 2025
No Tanggal Nomor SK Perihal

1 03 Februari 2025 1 Tahun
2025

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka
Penetapan Pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota
Sawahlunto Tahun 2024

2 05 Februari 2025 2 Tahun
2025

Penetapan Pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota
Sawahlunto Tahun 2024

3 05 Februari 2025 3 Tahun
2025

Indikator Kinerja Utama Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2025

4 05 Februari 2025 4 Tahun
2025

Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Tahun 2025

5 05 Februari 2025 5 Tahun
2025

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto Tahun 2025

6 05 Februari 2025 6 Tahun
2025

Daftar Informasi Publik Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2025

7 05 Februari 2025 7 Tahun
2025

Pembentukan Tim Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

8 18 Juni 2025 8 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

https://docs.google.com/spreadsheets.
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No Tanggal Nomor SK Perihal
Kota Sawahlunto Tahun 2025

9 18 Juni 2025 9 Tahun
2025

Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2023
tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

10 18 Juni 2025 10 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2025

11 18 Juni 2025 11 Tahun
2025

Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 101 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
Informasi dan Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

12 18 Juni 2025 12 Tahun
2025

Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 97 Tahun 2023
tentang Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

13 01 Juli 2025 13 Tahun
2025

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025 Tingkat Kota
Sawahlunto
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No Tanggal Nomor SK Perihal

14 02 Juli 2025 14 Tahun
2025

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Kota
Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Triwulan II Tahun 2025

15 16 Juli 2025 15 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Daftar
Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025

16 07 September 2025 16 Tahun
2025

Pembentukan Tim Penanganan Whistle
Blowing System di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

17 02 Oktober 2025 17 Tahun
2025

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Kota
Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Triwulan III Tahun 2025

18 08 Oktober 2025 18 Tahun
2025

Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Tahun
2025

19 08 Oktober 2025 19 Tahun
2025

Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

20 08 Oktober 2025 20 Tahun
2025

Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto Tahun 2025

21 08 Oktober 2025 21 Tahun
2025

Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
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No Tanggal Nomor SK Perihal

22 08 Oktober 2025 22 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

23 08 Oktober 2025 23 Tahun
2025

Pembentukan Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

24 08 Desember 2025 24 Tahun
2025

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Kota
Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 34 Rincian SK Sekretaris KPU Kota Sawahlunto Tahun 2025
No Tanggal Nomor SK Perihal

1 02 Januari 2025 1 Tahun
2025

Penunjukan Pengelola Keuangan Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Tahun 2025

2 02 Januari 2025 2 Tahun
2025

Penetapan User Pejabat, Operator, dan
Administrator Pengguna Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun
2025

3 02 Januari 2025 3 Tahun
2025

Penetapan Tunjangan Khusus/Kegiatan
Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto

4 02 Januari 2025 4 Tahun
2025

Penunjukan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025

5 07 Januari 2025 5 Tahun
2025

Perpanjangan Masa Kerja Tenaga
Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

6 17 Februari 2025 6 Tahun
2025

Penetapan Fasilitator Focus Group
Discussion (FGD) Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan
Tahun 2024 Tingkat Kota Sawahlunto

7 28 Februari 2025 7 Tahun
2025

Pembentukan Panitia Penilai Arsip di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran
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No Tanggal Nomor SK Perihal
2025

8 10 Juni 2025 8 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penetapan User Pejabat, Operator, dan
Administrator Pengguna Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun
2025

9 16 Juni 2025 9 Tahun
2025

Pembentukan Tim Pemindahtanganan
Barang Milik Negara Berupa Persediaan
Logistik Pasca Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024
Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto

10 26 Juni 2025 10 Tahun
2025

Perubahan Kondisi Barang Milik Negara
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

11 26 Juni 2025 11 Tahun
2025

Pembentukan Tim Penghapusan Barang
Milik Negara Pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun
2025

12 01 Juli 2025 12 Tahun
2025

Penetapan Operator Elektronik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

13 23 Juli 2025 13 Tahun
2025

Pembentukan Tim Asesor Dalam Rangka
Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto

14 30 Juli 2025 14 Tahun
2025

Penetapan Pegawai Negeri Sipil
Berprestasi Tingkat Kasubbag/Fungsional
Ahli Muda dan Tingkat
Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto

15 4 Agustus 2025 15 Tahun
2025

Standar Operasional Prosedur Layanan
Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto
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No Tanggal Nomor SK Perihal

16 14 Agustus 2025 16 Tahun
2025

Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025

17 04 September 2025 17 Tahun
2025

Perubahan Kedua Atas Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penetapan User Pejabat, Operator, dan
Administrator Pengguna Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun
2025

18 04 September 2025 18 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penunjukan Pengelola Keuangan Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Tahun 2025

19 04 September 2025 19 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 64 Tahun 2024
tentang Pembentukan dan Penunjukan
Tim Pengguna Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

20 17 September 2025 20 Tahun
2025

Penetapan Agen Perubahan
Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto

21 08 Oktober 2025 21 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Panitia Penilai Arsip di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran
2025

22 08 Oktober 2025 22 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Pemindahtanganan
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No Tanggal Nomor SK Perihal
Barang Milik Negara Berupa Persediaan
Logistik Pasca Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024
Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto

23 08 Oktober 2025 23 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Penghapusan
Barang Milik Negara Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Tahun 2025

24 08 Oktober 2025 24 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Asesor Dalam
Rangka Penilaian Mandiri Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

25 08 Oktober 2025 25 Tahun
2025

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2025
tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025

26 14 Oktober 2025 26 Tahun
2025

Penetapan Pengguna (User) Aplikasi
MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

Tabel 35 Produk Hukum (JDIH)
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
Persentase produk hukum yang dikelola
didokumentasikan dan disajikan sesuai
peraturan perundang-undangan

100% 100% 100%

KPU Kota Sawahlunto melakukan proses pendokumentasian produk hukum
secara digital melalui laman https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/. Di dalam JDIH
KPU Kota Sawahlunto, setiap keputusan baik yang dikeluarkan KPU RI, KPU
Provinsi Sumatera Barat hingga KPU Kota Sawahlunto sudah diunggah untuk bisa

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/
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diakses oleh publik secara gratis. Sedangkan pengunggahan dan penurunan produk
hukum pada laman JDIH mengacu pada SOP KPU Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengunggahan dan Penurunan Dokumen Hukum pada Laman JDIH
KPU Kota Sawahlunto.

Tabel 36 Jumlah Dokumen Terunggah di JDIH
No Jenis Dokumen Jumlah
1. SK Ketua KPU Kota Sawahlunto 24
2. SK Sekretaris KPU Kota Sawahlunto 26
3. Perjanjian Kerja Sama 1
4. Monografi 10

Tabel 37 Rincian Monografi KPU Kota Sawahlunto

No Judul Penulis Penerbit Tahun
Terbit

1. Bunga Rampai Relawan Demokrasi Indonesia, Komisi
Pemilihan Umum

Komisi
Pemilihan
Umum

2020

2. Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan
Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam Katimin Perdana

Publishing 2017

3. Sejarah Nasional Indonesia
Munarfa, La Ode
Muhammad Rauda
Agus Udaya, dkk.

Gita
Lentera 2024

4. Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan,
an Pengawasan

Santoso, Topo, dan
Ida Budiarti

Sinar
Grafika 2018

5. Kepemimpinan Islami Diana, Ilfi Nur UIN-Maliki
Press 2021

6. Hukum Pemilu di Indonesia Sholahuddin, Abdul
Hakam, dkk

PT Sada
Kurnia
Pustaka

2023

7. Kepemimpinan Islam Kepemimpinan yang
Membimbing Akbar, Nadzmi Antasari

Press 2018

8. Komunikasi Politik Teori dan Praktik Suryana, Cecep CV Mimbar
Pustaka 2019

9. Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sawahlunto Periode 2019-2024

Sawahlunto, Komisi
Pemilihan Umum

KPU Kota
Sawahlunto 2019

10. Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sawahlunto Periode 2014-2019

Sawahlunto, Komisi
Pemilihan Umum

KPU Kota
Sawahlunto 2014

Tabel 38 Rincian Perjanjian Kerjasama KPU Kota Sawahlunto
No Judul Nomor Tahun

1

Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan
Kwartir Cabang 0311 Gerakan Pramuka Kota
Sawahlunto tentang Pembentukan Satuan
Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto

01/HK.05.1-PKS/1373/4/2025
dan 092-03.11-A 2025
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2

Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan
Ummum Kota Sawahlunto dengan Rumah
Sakit Universitas Andalas tentang Penyediaan
Layanan Pemeriksaan Kesehatan Bakal
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Sawahlunto Tahun 2024

01/PL.02.2-PKS/1373/1/2024 2024

Tabel 39 Rincian Putusan Pengadilan
No Judul Nomor Tahun Kategori

1 Putusan Mahkamah Konstitusi 59/PHPU.D-XI/2013 2013 Mahkamah
Konstitusi

2 Putusan Mahkamah Konstitusi 58/PHPU.D-XI/2013 2013 Mahkamah
Konstitusi

3 Putusan Bawaslu Kota
Sawahlunto 01/PS.REG/03.06/IX/2018 2018 Bawaslu

4 Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025 2025 Mahkamah

Konstitusi

Tabel 40 Layanan Kepegawaian
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

14. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
Persentase pegawai yang mendapatkan
layanan kepegawaian secara tepat waktu
dan akurat

100% 100% 100%

Seluruh ASN, khususnya PNS di Sekretariat KPU Kota Sawahlunto
menggunakan beberapa aplikasi kepegawaian, diantaranya adalah:

Tabel 41 Daftar Pegawai KGB Tahun 2025

No. Nama/NIP Jenis
Kelamin Tanggal TMT

1. Rusnel, S.H/
NIP. 196808181997031003

L 01 Maret 2025

2. Puji Restu Anugrah Ananda, S.H/
NIP. 199110012019031002

L 01 Maret 2025

3. Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP/
NIP. 199210062019032006

P 01 Maret 2025

4. Wiska Novita/
NIP. 197809242010012005

P 01 Juni 2025

5. Juni Lesmita Devi, S.E/
NIP. 198606222009122003

P 01 Desember 2025

6. Hayatul Mardiah, S.H/
NIP. 198604162009122003

P 01 Desember 2025
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Tabel 42 Daftar Pegawai Mutasi 2025

No. Nama/NIP Jenis
Kelamin Tanggal TMT

2. Puji Restu Anugrah Ananda, S.H/
NIP. 199110012019031002

L 01 Maret 2025

Tabel 43 Sengketa Hukum
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

15. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan

98% 100% 100%

Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto
Tahun 2024 ditandai dengan masuknya gugatan pemohon setelah ditetapkannya
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 426 Tahun 2024
tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Sawahlunto pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang
diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, adapun pelaksanaan kegiatan tahapan
Perselisihan dimaksud dapat dirangkum melalui tabel sebagaimana berikut.

Tabel 44 Tahapan Perselisihan

No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan

Anggaran
yang

dibutuhkan
(Rp.)

Peserta Output

1 Pengajuan
Permohonan

5
Desember
2024

0 Pemohon Permohonan awal
yang diregistrasi
nomor
50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

2 Perbaikan
Permohonan

10
Desember
2024

0 Pemohon Permohonan
perbaikan yang
diregistrasi nomor
50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

3 Sidang
Pendahuluan

10
Januari
2025

19.920.690 Hamdani,
Evildo
Ramance,
Ficky
Zulfiqar

Sidang pembacaan
Permohonan No
50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

4 Penyerahan
Jawaban
Daftar Alat
Bukti, dan
Alat Bukti ke
Mahkamah

20
Januari
2025

31.113.337 Hamdani,
Rika
Arnelia,
Evildo
Ramance,
Rony

Akta Pengajuan
Jawaban Termohon
Elektronik No 84/e-
APJT/Pan.MK.01/2025
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No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan

Anggaran
yang

dibutuhkan
(Rp.)

Peserta Output

Konstitusi Yandri,
Febdori
Armansyah,
dan M
Fahrezal

5 Sidang
Jawaban
Termohon

21
Januari
2025

35.608.837 Hamdani,
Rika
Arnelia,
Evildo
Ramance,
Rony
Yandri,
Febdori
Armansyah,
dan M
Fahrezal

Konfirmasi Penarikan
Permohonan dan
Penyerahan Jawaban
Termohon

6 Sidang
Pembacaan
Putusan

4 Februari
2025

13.281.680 Evildo
Ramance,
Mika
Lestiani

Pembacaan Ketetapan
No 50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

Rangkuman pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Perselisihan Pemilihan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat kami
jelaskan sebagai berikut :

Tabel 45 Rangkuman Penyelenggaraan Perselisihan Pilkada

No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan Peserta Output

1 Pengajuan
Permohonan

5 Desember
2024

Pemohon Permohonan awal yang
diregistrasi nomor
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

2 Perbaikan
Permohonan

10
Desember
2024

Pemohon Permohonan perbaikan yang
diregistrasi nomor
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Pada tanggal 5 Desember 2024, terdapat gugatan terhadap Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 426 Tahun 2024 tanggal 22 Septemer
2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Sawahlunto pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang diajukan oleh
Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan perbaikan permohonan yang diajukan pada
tanggal 10 Desember 2024.



56 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2025

Tabel 46 Sidang Pendahuluan

No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan Peserta Output

1 Sidang
Pendahuluan

10 Januari
2025

Hamdani, Evildo
Ramance, Ficky
Zulfiqar

Sidang pembacaan
Permohonan No
50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor
33/Sid.Pend/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025 tanggal 7 Januari 2025 Perihal
Panggilan sidang, KPU Kota Sawahlunto menghadiri sidang dimaksud. Pelaksanaan
Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon, namun pembacaan
permohonan urang terlaksana karena kuasa hukum pemohon menyatakan penarikan
permohonan perkara. Namun, hakin mahkamah konsitusi saat itu, memberikan
putusan untuk menghadirkan pemohon pada sidang berikutnya disebabkan kuasa
hukum pemohon yang hadir berbeda dengan kuasa hukum yang menandatangani
permohonan pemohon, hakim membutuhkan keyakinan terhadap penarikan ini
dengan dihadirkannya prinsipal pemohon pada sidang berikutnya.

Gambar 16 Sidang Pembacaan Permohonan

Tabel 47 Penyerahan Jawaban

No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan Peserta Output

1 Penyerahan
Jawaban Daftar
Alat Bukti, dan
Alat Bukti ke
Mahkamah
Konstitusi

20
Januari
2025

Hamdani, Rika
Arnelia, Evildo
Ramance, Rony
Yandri, Febdori
Armansyah, dan
M Fahrezal

Akta Pengajuan Jawaban
Termohon Elektronik No
84/e-
APJT/Pan.MK.01/2025

Pada tanggal 20 Januari 2025, satu hari sebelum sidang mendengarkan
jawaban termohon, KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Jawaban Daftar Alat Bukti,
dan Alat Bukti ke Mahkamah Konstitusi dan KPU RI dalam bentuk softcopy dan
hardcopy.
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Gambar 17 Penyampaian Alat Bukti ke MK dan KPU RI

Tabel 48 Sidang Jawaban Termohon

No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan Peserta Output

1 Sidang
Jawaban
Termohon

21
Januari
2025

Hamdani, Rika Arnelia,
Evildo Ramance, Rony
Yandri, Febdori
Armansyah, dan M
Fahrezal

Konfirmasi Penarikan
Permohonan dan
Penyerahan Jawaban
Termohon

KPU Kota Sawahlunto menghadiri sidang mendengarkan jawaban termohon/
konfirmasi penarikan permohonan melalui surat Plt. Panitera MK Nomor
33/Sid.Pem/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025 tanggal 14 Januari 2025. Dalam sidang
tersebut Prinsipal Pemohon tidak hadir berikut kuasa hukumnya.

Tabel 49 Sidang Pembacaan Putusan

No Rincian
Kegiatan

Tanggal
Kegiatan Peserta Output

1 Sidang
Pembacaan
Putusan

4 Februari
2025

Evildo Ramance,
Mika Lestiani

Pembacaan Ketetapan
No 50/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

Gambar 18 Tim KPU Kota Sawahlunto di Kantor MK
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Gambar 19 Ketua KPU Kota Sawahlunto bersama Wartawan

Berdasarkan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor
12/Sid.Put/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025 tanggal 31 Januari 2025, KPU Kota
Sawahlunto mengahadiri sidang pembacaan putusan, dengan hasil :

1) Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon.
2) Menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

perihal perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota
Sawahlunto Tahun 2024 ditarik kembali.

3) Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4) Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan

berkas permohonan kepada Pemohon.

Tabel 50 Pendidikan Pemilih
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

16. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum
Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih
kepemiluan dan demokrasi” untuk
masyarakat umum yang dilaksanakan oleh
KPU Kota

12 12 100%

1) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung
Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung merupakan fondasi

demokrasi partisipatif. Program ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemilih yang
cerdas, kritis, dan berintegritas hanya dapat terwujud melalui proses edukasi yang
sistematis, personal, dan berkesinambungan—bukan sekadar sosialisasi musiman.
Interaksi langsung dianggap sebagai metode paling efektif untuk membangun
kepercayaan, menjawab keraguan, dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan hak
dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara.

Tabel 51 Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

No Rincian Keterangan
1. Nama Kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi dan Workshop

Kehumasan
Tanggal Pelaksanaan 15 dan 16 Januari 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

4 (empat) orang masing-masing KPU
Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat
(Penyel;enggara Pemilu/Pemilihan) terdiri dari
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
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SDM, Kasubbag. Parhubmas. 2 (dua) orang staf
Parhubmas.

Dokumentasi
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2. Nama Kegiatan Rapat Konsolidasi Daerah terkait Evaluasi
Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

Tanggal Pelaksanaan 18 dan 20 Januari 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

Penyelenggara Pemilihan (seluruh anggota KPU
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta PPK
Se-Sumatera Barat)

Dokumentasi
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3. Nama Kegiatan Evaluasi Badan Adhoc Pemilihan Serentak
Nasional tahun 2024

Tanggal Pelaksanaan 24 Januari 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

Stakholder, PPK dan PPS Se-Kota Sawahlunto
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024
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Dokumentasi

4. Nama Kegiatan FGD Evaluasi Pemilihan Tahun 2024
Tanggal Pelaksanaan 19 Februari 2025
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Jumlah dan Segmen/
Peserta

Forkopimda, OPD dan Pers, Akademisi
Pendidikan Politik UNP

Dokumentasi
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5. Nama Kegiatan Jumpa Pers Pasca Pemilihan Serentak Nasional
Tahun 2024

Tanggal Pelaksanaan 20 Maret 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

Forkopimda, OPD dan Pers, Akademisi
Pendidikan Politik UNP

Dokumentasi
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6. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke SMA N 2 Sawahlunto

Tanggal Pelaksanaan 17 Juni 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 100 siswa kegiatan diperuntukkan kepada
Pemilih Pemula

Dokumentasi
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7. Nama Kegiatan Rapat Dalam Kantor bersama Bawaslu Kota
Sawahlunto dalam rangka Pengelolaan &
Pelayanan Data Informasi Publik

Tanggal Pelaksanaan 17 Juni 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

Komisioner Bawaslu Kota Sawahlunto beserta
jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Sawahlunto

Dokumentasi
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8. Nama Kegiatan Zoom Meeting Sosialisasi Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kab/Kota

Tanggal Pelaksanaan 25 Juni 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

PPID dan operator e-PPID KPU Kota Sawahlunto

Dokumentasi
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9. Nama Kegiatan Rapat Staf Bulanan
Tanggal Pelaksanaan Dilaksanakan sebanyak 6 kali setiap bulan
Jumlah dan Segmen/
Peserta

26 (dua puluh enam) Jajaran Sekretariat KPU
Kota Sawahlunto

Dokumentasi
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10. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke SMK N 1 Sawahlunto
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Tanggal Pelaksanaan 1 Agustus 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 100 siswa kegiatan diperuntukkan kepada
Pemilih Pemula

Dokumentasi

11. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke SMA N 3 Sawahlunto

Tanggal Pelaksanaan 29 Agustus 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 100 siswa kegiatan diperuntukkan kepada
Pemilih Pemula

Dokumentasi

12. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
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School ke SMA N 1 Sawahlunto
Tanggal Pelaksanaan 15 September 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 100 siswa kegiatan diperuntukkan kepada
Pemilih Pemula

Dokumenatsi

13. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke MAS Lunto

Tanggal Pelaksanaan 22 September 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 50 siswa kegiatan diperuntukkan kepada Pemilih
Pemula

Dokumentasi

14. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke SMK Muhammadiyah

Tanggal Pelaksanaan 3 Oktober 2025
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Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 15 siswa kegiatan diperuntukkan kepada Pemilih
Pemula

Dokumentasi

15. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke SMA SDI Sawahlunto

Tanggal Pelaksanaan 8 Oktober 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 80 siswa kegiatan diperuntukkan kepada Pemilih
Pemula

Dokumentasi

16. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Muda Goes to
Campus ke Kampus PSDKU UNP Kota Sawalunto

Tanggal Pelaksanaan 11 November 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 80 Mahasiswa kegiatan diperuntukkan kepada
Pemilih Muda
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Dokumentasi

17. Nama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Goes to
School ke MAN Sawahlunto

Tanggal Pelaksanaan 21 November 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 40 siswa kegiatan diperuntukkan kepada Pemilih
Pemula

Dokumentasi

18. Nama Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama
Pembentukan Satuan Karya Rintisan Yogaswara
di Lingkungan KPU Kota Sawahlunto

Tanggal Pelaksanaan 9 Desember 2025
Jumlah dan Segmen/
Peserta

± 40 (empat puluh) orang diperuntukkan kepada
Pemilih Pemula
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Dokumentasi

2) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media
Dalam era disrupsi informasi, dimana arus pesan bergerak cepat dan

ruang digital menjadi ruang hidup baru, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui
Media merupakan strategi adaptif dan imperatif. Program ini berangkat dari
pemahaman bahwa pertarungan memenangkan kesadaran pemilih tidak lagi
hanya terjadi di balai desa atau tempat pertemuan fisik, tetapi juga di ruang-
ruang maya yang tak terbatas. Media, dalam berbagai platformnya, adalah alat
sekaligus medan perang untuk membangun narasi demokrasi yang sehat,
melawan misinformasi, dan menjangkau generasi baru pemilih yang hidupnya
terhubung secara digital.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan pemilih, KPU Kota Sawahlunto
secara aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi
kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pembuatan berbagai konten
edukatif, antara lain infografis dan video dalam format podcast, yang dirancang
untuk menyampaikan informasi kepemiluan secara sederhana, jelas, dan mudah
dipahami.

Seluruh konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai
platform media sosial resmi KPU Kota Sawahlunto, seperti Instagram, YouTube,
dan Facebook. Pemanfaatan beragam platform ini bertujuan untuk menjangkau
segmen pemilih yang lebih luas dan beragam, khususnya pemilih pemula dan
masyarakat pengguna aktif media sosial. Dengan strategi ini, diharapkan
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kegiatan pendidikan pemilih dapat berjalan lebih efektif, adaptif terhadap
perkembangan teknologi informasi, serta mampu meningkatkan kesadaran dan
partisipasi pemilih secara berkelanjutan.

Tabel 52 Jenis Media Sosial KPU Kota Sawahlunto

No Jenis Media
Sosial Laman dan Dashboard

1 Website

https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/

https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/
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No Jenis Media
Sosial Laman dan Dashboard

2 Facebook

https://www.facebook.com/KotaSawahluntoKPU/
3 Instagram

https://www.instagram.com/kpusawahluntokota/

https://www.facebook.com/KotaSawahluntoKPU/
https://www.instagram.com/kpusawahluntokota/
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No Jenis Media
Sosial Laman dan Dashboard

4 X

’
https://mobile.twitter.com/KPUSawahlunto/

5 Youtube

https://www.youtube.com/@kpukotasawahlunto4058

https://mobile.twitter.com/KPUSawahlunto/
https://www.youtube.com/@kpukotasawahlunto4058
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No Jenis Media
Sosial Laman dan Dashboard

6 Tiktok

https://www.tiktok.com/@kpusawahlunto

Dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU Kota Sawahlunto membuat
konten-konten infografis serta video dalam bentuk podcast yang disebarluaskan
melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Konten-konten tersebut disusun untuk
memberikan informasi kepemiluan yang edukatif, mudah dipahami, dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi dari kegiatan tersebut, berikut disajikan contoh
materi konten pendidikan pemilih yang telah diproduksi dan dipublikasikan oleh KPU
Kota Sawahlunto melalui media sosial resmi:

Tabel 53 Infografis dan Flyer Media Sosial
Infografis dan Flyer Media Sosial

https://www.tiktok.com/@kpusawahlunto
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Tabel 54 OBROLIN YUK!
No Rincian Keterangan
1. Nama Kegiatan Obrolin Yuk episode 21 dengan tema “Review

Pilkada 2024 dan Kegiatan KPU Pasca
Pemilihan”

Tanggal Pelaksanaan 26 Juni 2025
Segmentasi Masyarakat Umum
Dokumentasi

2. Nama Kegiatan Obrolin Yuk episode 22 dengan tema
“Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan”

Tanggal Pelaksanaan 11 Juli 2025
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Segmentasi Masyarakat Umum
Dokumentasi

3. Nama Kegiatan Obrolin Yuk episode 23 dengan tema “Demokrasi
dalam Perspektif Gen Z”

Tanggal Pelaksanaan 22 Agustus 2025
Segmentasi Masyarakat Umum
Dokumentasi

4. Nama Kegiatan KPU Kota Sawahlunto laksanakan podcast
Obrolin Yuk episode 24 dengan tema “SPIP dan
Manajemen Resiko”

Tanggal Pelaksanaan 25 September 2025
Segmentasi Masyarakat Umum
Pelaksanaan Kegiatan

5. Nama Kegiatan KPU Kota Sawahlunto laksanakan podcast
Obrolin Yuk episode 25 dengan tema “Dukungan
Pemerintah pada Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan”

Tanggal Pelaksanaan 17 November 2025

Segmentasi Masyarakat Umum
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Dokumentasi
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Tabel 55 Tindaklanjut Permohonan PPID
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

17. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 100% 100% 100%

Tabel 56 Rekap Daftar Permohonan Informasi Publik

No Tanggal Nama
Pemohon

Jenis
Kelamin

Informasi
Yang

Dibutuhkan

Tujuan
Pengambilan
Informasi

Cara
Memperoleh
Informasi

Cara
mendapatkan

Salinan
Informasi

Kategori
Informasi Publik

Waktu
Pemenuhan Penilaian Pemenuhan

Informasi
Media

Permohonan
Informasi

1 20 Mei
2025

Febi Dwi
Lianda

Perempuan Data Caleg
Pemilu 2019

Untuk
Penelitian
Tesis dalam
program S2
Ilmu politik
(Guru SMA N 1
Sawahlunto)

Mendapatkan
Salinan
Informasi

WhatsApp Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

10 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

2 5 Juni
2025

Azri Laki-laki Surat
keterangan
Perolehan
suara PKS
pada Pemilu
2024

Untuk
kebutuhan
Partai

Mendapatkan
Salinan
Informasi

Mengambil
Langsung

Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

5 menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

3 26 Juni
2025

Edwar Laki-laki Data Ketua,
Sekretaris
dan
Bendahara
Partai Politik
di Kota
Sawahlunto

Untuk
kebutuhan
instansi
(Dandim 0310
SSD)

Mendapatkan
Salinan
Informasi

WhatsApp Informasi KPU
Sebagai Badan
Publik

10 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

4 19 Juni
2025

Bragil Laki-laki Realisasi
Anggaran
Hibah
Pemilihan

Untuk
kebutuhan
instansi
(kesbangpol)

Mendapatkan
Salinan
Informasi

WhatsApp Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

10 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

5 2 Juni
2025

Noshy Perempuan Surat
keterangan
perolehan
suara

Untuk
kebutuhan
Partai NasDem

Mendapatkan
Salinan
Informasi

Mengambil
Langsung

Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

10 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp



84 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2025

No Tanggal Nama
Pemohon

Jenis
Kelamin

Informasi
Yang

Dibutuhkan

Tujuan
Pengambilan
Informasi

Cara
Memperoleh
Informasi

Cara
mendapatkan

Salinan
Informasi

Kategori
Informasi Publik

Waktu
Pemenuhan Penilaian Pemenuhan

Informasi
Media

Permohonan
Informasi

NasDem
pada Pemilu
2024

6 2 Juni
2025

Suherty Perempuan Surat
keterangan
perolehan
suara
Golkar pada
Pemilu 2024

Untuk
kebutuhan
Partai Golkar

Mendapatkan
Salinan
Informasi

Mengambil
Langsung

Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

10 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

7 2 Juni
2025

Muthia Perempuan Surat
keterangan
perolehan
suara PPP
pada Pemilu
2024

Untuk
kebutuhan
Partai
Persatuan
Pembangunan

Mendapatkan
Salinan
Informasi

Mengambil
Langsung

Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

10 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

8 26 Juni
2025

Edward Laki-laki Perolehan
Jumlah
suara
perpartai
Pemilu
Legislatif
Tahun 2024

Untuk
kebutuhan
internal
instansi
(Dandim 0310
SSD)

Mendapatkan
Salinan
Informasi

WhatsApp Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

1 hari Puas Dipenuhi
seluruhnya

WhatsApp

9 7 Oktober
2025

BNI Capem
Sawahlunto

Laki-laki Data
Sekretaris
dan
bendahara
PPK, PPS
Pemilu 2024

Untuk
kebutuhan
internal
instansi (BNI)

Mendapatkan
Salinan
Informasi

WhatsApp Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

2 hari Puas Dipenuhi
seluruhnya

Via Surat
Resmi

10 9 Oktober
2025

Bawaslu
Kota
Sawahlunto

Laki-laki Permintaan
DP-4

Untuk
kebutuhan
internal
instansi
(Bawaslu Kota
Sawahlunto)

Mendapatkan
Salinan
Informasi

Dikirim/diantar
langsung

Informasi
Tahapan
Pemilu/Pemilihan

2 hari Puas Ditolak
seluruhnya

Via Surat
Resmi

11 9
Desember

DPD PKS
Kota

Laki-laki Surat
keterangan

Untuk
kebutuhan

Mendapatkan
Salinan

WhatsApp Informasi
Tahapan

15 Menit Puas Dipenuhi
seluruhnya

Via Surat
Resmi
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No Tanggal Nama
Pemohon

Jenis
Kelamin

Informasi
Yang

Dibutuhkan

Tujuan
Pengambilan
Informasi

Cara
Memperoleh
Informasi

Cara
mendapatkan

Salinan
Informasi

Kategori
Informasi Publik

Waktu
Pemenuhan Penilaian Pemenuhan

Informasi
Media

Permohonan
Informasi

2025 Sawahlunto Perolehan
suara PKS
pada Pemilu
2024

Partai sebagai
syarat
pengajuan
dana Banpol
PKS

Informasi Pemilu/Pemilihan
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Tabel 57 Publikasi Media Sosial
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

18. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan
Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial

100% 100% 100%

KPU Kota Sawahlunto telah melakukan rekapitulasi terhadap seluruh konten
yang dipublikasikan melalui media sosial resmi KPU Kota Sawahlunto selama satu
tahun. Rekapitulasi tersebut disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi
kegiatan diseminasi informasi serta pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.
Hasil rekapitulasi disajikan secara terstruktur dan dibagi ke dalam dua semester
untuk memudahkan analisis dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 58 Rekap Output Media Sosial Semester I

Tabel 59 Rekap Output Media Sosial Semester II

Pertumbuhan jumlah pengikut (follower) dan pengguna media sosial KPU Kota
Sawahlunto sepanjang tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Hal
tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini, yang menggambarkan tren
pertumbuhan pengikut pada masing-masing platform media sosial selama periode
tersebut.
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Bagan 4 Grafik Follower Medsos

Tabel 60 Pengaduan Masyarakat
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa (clean
governance)
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Sebagai lembaga pelayan publik yang mengemban amanat konstitusi, KPU
Kota Sawahlunto memandang pengaduan masyarakat sebagai instrumen vital bagi
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai pilar
demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat, tetapi juga harus
mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimasinya kuat dan amanah. Untuk
mewujudkan hal tersebut, KPU membuka ruang partisipatif bagi publik untuk
menyampaikan pengaduan atas setiap potensi pelanggaran, penyalahgunaan
kewajiban, atau tindakan tidak sesuai prosedur dalam proses pemilu.

Secara substantif, pengaduan masyarakat merupakan bentuk keluhan yang
disampaikan oleh pengadu terkait ketidaksesuaian pelayanan publik terhadap
standar yang berlaku, baik berupa pengabaian kewajiban maupun pelanggaran
larangan oleh penyelenggara. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang
menekankan penguatan partisipasi masyarakat sebagai sarana perbaikan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kota Sawahlunto memiliki kewajiban
untuk menyampaikan laporan periodik triwulanan mengenai layanan pengaduan
masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, sebagai bagian dari sistem
pelaporan berjenjang menuju Komisi Pemilihan Umum RI.

1) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Triwulan I
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat baik

yang berasal dari aplikasi Dumas, E-Mail dan surat Triwulan I Tahun 2025.
Tabel 61 Rekap Pengaduan Masyarakat Triwulan I

No Tanggal Laporan
Masuk

Nama
Pelapor

Kategori
Laporan

Judul
Laporan

Sumber
Laporan

1 Januari NIHIL2 Februari
3 Maret

KPU Kota Sawahlunto secara rutin selalu melakukan pembinaan dan evaluasi
terhadap pegawai Sekretariat agar seluruh jajaran untuk dapat melaksanakan tugas
pokok dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga setiap capaian output yang bersifat melayani dapat terpenuhi dengan baik.
Selama triwulan I (Januari s.d. Maret 2025) KPU Kota Sawahlunto telah
melaksanakan rapat staf sebanyak tiga (3) kali.

Gambar 20 Rapat Staf Januari

Gambar 21 Rapat Staf Februari
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Gambar 22 Rapat Staf Maret

2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Triwulan II
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat baik

yang berasal dari aplikasi Dumas, E-Mail dan surat Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 62 Rekap Pengaduan Masyarakat Triwulan II
No Tanggal Laporan

Masuk
Nama
Pelapor

Kategori
Laporan

Judul
Laporan

Sumber
Laporan

1 April NIHIL2 Mei
3 Juni

KPU Kota Sawahlunto secara rutin selalu melakukan pembinaan dan evaluasi
terhadap pegawai Sekretariat agar seluruh jajaran untuk dapat melaksanakan tugas
pokok dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga setiap capaian output yang bersifat melayani dapat terpenuhi dengan baik.
Selama triwulan II (April s.d. Juni 2025) KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan
rapat staf sebanyak tiga (3) kali.

Gambar 23 Rapat Staf April
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Gambar 24 Rapat Staf Mei

Gambar 25 Rapat Staf Juni

3) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Triwulan III
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat baik

yang berasal dari aplikasi Dumas, E-Mail dan surat Triwulan III Tahun 2025.
Tabel 63 Rekap Pengaduan Masyarakat Triwulan III

No Tanggal Laporan
Masuk

Nama
Pelapor

Kategori
Laporan

Judul
Laporan

Sumber
Laporan

1 Juli NIHIL2 Agustus
3 September

KPU Kota Sawahlunto secara rutin selalu melakukan pembinaan dan evaluasi
terhadap pegawai Sekretariat agar seluruh jajaran untuk dapat melaksanakan tugas
pokok dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga setiap capaian output yang bersifat melayani dapat terpenuhi dengan baik.
Selama triwulan III (Juli s.d. September 2025) KPU Kota Sawahlunto telah
melaksanakan rapat staf sebanyak tiga (3) kali.
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Gambar 26 Rapat Staf Juli

Gambar 27 Rapat Staf Agustus

Gambar 28 Rapat Staf September

4) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Triwulan IV
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat

baik yang berasal dari aplikasi Dumas, E-Mail dan surat Triwulan IV Tahun 2025.
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Tabel 64 Rekap Pengaduan Masyarakat Triwulan IV
No Tanggal Laporan

Masuk
Nama
Pelapor

Kategori
Laporan

Judul
Laporan

Sumber
Laporan

1 Juli NIHIL2 Agustus
3 September

KPU Kota Sawahlunto secara rutin selalu melakukan pembinaan dan
evaluasi terhadap pegawai Sekretariat agar seluruh jajaran untuk dapat
melaksanakan tugas pokok dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sehingga setiap capaian output yang bersifat melayani
dapat terpenuhi dengan baik. Selama Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2025)
KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan rapat staf sebanyak tiga (3) kali.

Gambar 29 Rapat Staf Bulan Oktober

Gambar 30 Rapat Staf Bulan November
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Gambar 31 Rapat Staf Bulan Desember

B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada KPU Kota

Sawahlunto untuk Tahun 2025 dalam rangka pencapaian target kinerja:
a) Pengadaan Belanja Modal melalui e-Katalog

Pada Tahun 2025, KPU Kota Sawahlunto melaksanakan pengadaan
belanja modal peralatan dan mesin keperluan sarana prasarana bagi CPNS di
KPU Kota Sawahlunto melalui e-Katalog. Efisiensi anggaran berhasil dicapai
karena mendapatkan harga terendah, namun tetap sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan.

Selain itu, penggunaan e-Katalog mempercepat proses pengadaan
sehingga sarana prasarana bagi CPNS di KPU Kota Sawahlunto dapat
terpenuhi dalam waktu singkat. Kualitas barang secara umum sesuai dengan
spesifikasi teknis standar nasional dan tercatat secara elektronik dalam Sistem
e-Katalog, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b) Penggunaan Sistem Informasi
Sebagai bagian dari transformasi digital dan penguatan tata kelola yang

baik, KPU Kota Sawahlunto mengoptimalkan penggunaan sistem informasi
dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Pemanfaatan sistem ini
memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi dari sisi
anggaran, waktu, maupun tenaga kerja.

Aplikasi sistem informasi yang digunakan meliputi:
Tabel 65 Aplikasi berdasarkan penggunaan per-Sub Bagian

Keuangan, Umum,
dan Logistik

Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Perencanaan, Data
dan Informasi

Sumber Daya
Manusia dan
Partisipasi
Masyarakat

1. e-Lelang
2. Gaji web

1. e-SPIP
2. Infopemilu

1. Cekdptonline
2. e-Coklit

1. e-PPID
2. Siakba
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Keuangan, Umum,
dan Logistik

Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Perencanaan, Data
dan Informasi

Sumber Daya
Manusia dan
Partisipasi
Masyarakat

3. MyIntress
4. OM-SPAN
5. SAKTI
6. Sehati
7. Silog
8. SIMAN
9. Simaspaten
10. Siramah
11. SIRUP
12. Sitab
13. SPSE
14. Srikandi

3. JDIH
4. Sidapil
5. Sikadeka
6. Sikum
7. Silon
8. SIMPAW
9. Sipol

3. e-Lapkin
4. e-Monev
5. Satu DJA
6. Sidalih
7. Sopan Sapa

3. MyASN
4. Simpeg
5. Simpel
6. Siparmas
7. Sirekap

Pemanfaatan sistem-sistem informasi tersebut menghasilkan sejumlah
efisiensi, antara lain:

Tabel 66 Analisis Efisiensi
No Efisiensi Keterangan
1 Efisiensi Waktu dan Proses

Operasional
Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut
mempermudah proses tahapan
Pemilu, sehingga dapat dilaksanakan
lebih tepat waktu tanpa
mengorbankan akurasi data.

2 Efisiensi Biaya Operasional Sistem informasi menggantikan
proses manual seperti pencetakan
dokumen, pengiriman fisik, dan
pelaporan keuangan manual. Hal ini
berdampak langsung pada
penghematan biaya untuk
pencetakan, transportasi, perjalanan
dinas, serta honor verifikator manual.

3 Efisiensi Tenaga Kerja Beban kerja SDM dapat dialihkan ke
aktivitas yang lebih strategis. Proses
pelaporan dan pemantauan yang
sebelumnya memerlukan banyak
tenaga kini dapat ditangani oleh tim
yang lebih kecil.

4 Efisiensi Penggunaan
Anggaran

Proses digital melalui sistem
informasi mengurangi belanja bahan
dan memungkinkan pimpinan
memantau progres pekerjaan secara
langsung. Supervisi dan monitoring
dapat difokuskan pada daerah yang
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No Efisiensi Keterangan
mengalami kendala atau progres
rendah, sehingga anggaran
perjalanan dinas dapat dikurangi
secara signifikan.

5 Peningkatan Transparansi
dan Akuntabilitas

Seluruh aktivitas terekam secara
digital dan mudah diaudit,
menurunkan potensi kesalahan atau
manipulasi data serta meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan Pemilu.

c) Tantangan yang Dihadapi
Meskipun memberikan banyak manfaat, efisiensi ini masih menghadapi

sejumlah tantangan, antara lain:
1) Kesiapan SDM dalam menggunakan aplikasi;
2) Gangguan teknis sistem pada saat jam-jam puncak.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem informasi di KPU Kota
Sawahlunto pada tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap
peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya serta menjadi fondasi penting
dalam tata kelola Pemilu yang modern, efisien, dan terpercaya.

C. Realisasi Anggaran
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah direvisi

hingga perubahan ke-16 tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Sawahlunto mengelola pagu anggaran dengan total Rp 4.033.825.000,00 untuk
Tahun Anggaran 2025.

Hingga periode pelaporan ini, realisasi penggunaan anggaran SP2D (Surat
Perintah Pencairan Dana) telah mencapai Rp 4.033.550.696,00. Capaian tersebut
merepresentasikan realisasi sebesar 99,99% dari total pagu yang tersedia,
menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan optimal, namun
dengan catatan realisasi ini masih belum final.
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Bagan 5 Nilai Kinerja Anggaran https://monev.kemenkeu.go.id/

Tingginya tingkat realisasi ini tidak hanya mencerminkan efektivitas dalam
pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menunjukkan pengelolaan keuangan
yang terkendali, efisien, dan tepat sasaran. Seluruh belanja dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan anggaran, prinsip kehati-hatian, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

1) Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran
Komposisi alokasi anggaran yang dibebankan kepada DIPA KPU Kota

Sawahlunto di Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
Bagan 6 Komposisi Alokasi Anggaran https://monev.kemenkeu.go.id/

Berdasarkan data yang disajikan, alokasi anggaran Sekretariat KPU Kota
Sawahlunto didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 71,9% dari total anggaran. Hal
ini menunjukkan bahwa sumber daya utama dialokasikan untuk mendukung

https://monev.kemenkeu.go.id/
https://monev.kemenkeu.go.id/
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operasional sumber daya manusia, termasuk gaji, tunjangan, dan kesejahteraan
aparatur, sebagai tulang punggung penyelenggaraan tugas-tugas pemilu.

Di sisi lain, Belanja Barang menempati porsi 26,9%, yang mencerminkan
kebutuhan pendukung operasional seperti ATK, logistik, sewa, dan barang habis
pakai lainnya. Sementara itu, Belanja Modal hanya sebesar 1,2%, yang
mengindikasikan fokus anggaran lebih pada kegiatan operasional rutin dan
pemeliharaan, bukan pada pengadaan aset baru dalam periode ini.

Poin penting lainnya adalah tidak adanya alokasi untuk Belanja Bantuan
Sosial (0,0%), yang sesuai dengan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang
bersifat teknis-administratif, bukan penyalur program bantuan sosial.

Secara keseluruhan, komposisi ini menggambarkan pola anggaran yang
berfokus pada keberlangsungan operasional dan stabilitas kelembagaan, dengan
penekanan pada kapasitas personel dan kebutuhan barang penunjang, sejalan
dengan fungsi Sekretariat sebagai pendukung utama proses penyelenggaraan
pemilu.

Komposisi realisasi anggaran yang dibebankan kepada DIPA KPU Kota
Sawahlunto di Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Bagan 7 Komposisi Realisasi Anggaran https://monev.kemenkeu.go.id/

Berdasarkan data realisasi anggaran, dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai
mendominasi penggunaan anggaran dengan persentase 72,6%. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar anggaran telah terserap untuk mendukung operasional
sumber daya manusia, termasuk gaji, tunjangan, dan pembinaan pegawai, sebagai
bagian dari keberlangsungan fungsi kelembagaan.

Di sisi lain, Belanja Barang menyerap 26,1%, yang mencerminkan konsistensi
dalam pemenuhan kebutuhan operasional harian dan logistik pendukung kegiatan.
Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar 1,3%, mengindikasikan bahwa
pengadaan aset tetap atau investasi jangka panjang tidak menjadi fokus utama
dalam periode pelaporan ini.

Penting untuk dicatat bahwa Belanja Bantuan Sosial tidak mencatatkan
realisasi (0,0%), sesuai dengan karakteristik tugas Sekretariat KPU yang bersifat
teknis-administratif dan bukan sebagai penyalur bantuan sosial.

https://monev.kemenkeu.go.id/
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Secara keselanjutan, pola realisasi ini menunjukkan efisiensi dan kepatuhan
terhadap perencanaan anggaran, dengan penyerapan yang tinggi pada komponen
utama pendukung operasional, serta tetap menjaga proporsi yang terkendali pada
belanja modal. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang fokus pada
kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

2) Nilai Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran
Nilai Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran adalah suatu sistem

penilaian komprehensif yang mengukur kualitas dan efektivitas pengelolaan
keuangan instansi pemerintah dalam dua tahap utama:

a) Tahap Perencanaan Anggaran (sebelum pelaksanaan).
b) Tahap Realisasi Anggaran (setelah/selama pelaksanaan).

Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran
berjalan secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan.

Bagan 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran https://monev.kemenkeu.go.id/

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dianalisis bahwa perencanaan
anggaran Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dinilai dengan menggunakan tiga
indikator utama berikut:
 CRO (Consistency and Realization of Output) - Bobot 75%: Indikator ini menilai

konsistensi antara perencanaan dengan realisasi, terutama dari sisi output yang
dihasilkan. Nilai yang tercatat untuk indikator ini adalah 50. Nilai ini menunjukkan
bahwa terdapat ruang perbaikan yang signifikan dalam hal konsistensi antara
target output yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya. Aspek ini
menjadi perhatian utama karena bobotnya yang paling tinggi (75%), yang berarti
sangat mempengaruhi nilai kinerja perencanaan anggaran secara keseluruhan.

 Penggunaan SBC (Standar Biaya) - Bobot 10%: Indikator ini mengukur sejauh
mana perencanaan anggaran menggunakan Standar Biaya yang telah ditetapkan
secara nasional. Meskipun nilainya tidak dicantumkan secara eksplisit, dengan
bobot 10%, kepatuhan terhadap SBC tetap merupakan faktor penunjang yang
penting dalam memastikan kehematan dan kesesuaian dengan regulasi.

 Efisiensi SBC - Bobot 15%: Indikator ini mengevaluasi tingkat efisiensi dalam
penerapan Standar Biaya, seperti optimalisasi pagu dan penghindaran

https://monev.kemenkeu.go.id/
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pemborosan. Sama seperti indikator sebelumnya, nilai spesifik belum
dicantumkan, namun efisiensi ini merupakan komponen kunci untuk mewujudkan
penganggaran yang efektif dan bertanggung jawab.

Nilai CRO yang berada pada angka 100 mengindikasikan bahwa proses
perencanaan sudah selaras dengan kapasitas pelaksanaan. Namun dalam hal ini
tetap perlu peningkatan dengan cara melakukan evaluasi mendalam terhadap
metode penyusunan target, monitoring yang lebih ketat selama pelaksanaan, serta
penyelarasan yang lebih baik antara perencanaan program dengan perencanaan
keuangan. Dengan meningkatkan kualitas pada indikator CRO, diharapkan nilai
kinerja perencanaan anggaran secara keseluruhan dapat terjaga atau bahkan
meningkat secara signifikan.

Bagan 9 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran https://monev.kemenkeu.go.id/

Pelaksanaan anggaran dievaluasi berdasarkan delapan aspek utama berikut:
 Revisi DIPA

Mengukur ketepatan dan kepatuhan dalam proses revisi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi,
dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kehematan.

 Penyusunan Tagihan
Menilai akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan
tagihan atas beban belanja, sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban
keuangan.

 Deviasi atas 3 DIPA (DIPA, DPAL, DPA)
Mengevaluasi tingkat penyimpangan antara perencanaan (DIPA/DPAL)
dengan pelaksanaan (DPA), serta konsistensi pelaksanaan terhadap
dokumen anggaran yang telah ditetapkan.

 Pengelolaan UP dan TUP (Uang Persediaan & Tambahan Uang Persediaan)
Menilai efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana persediaan,
termasuk pengendalian, penggunaan, dan pertanggungjawaban yang sesuai
ketentuan.

 Penyerapan Anggaran

https://monev.kemenkeu.go.id/
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Mengukur tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, sebagai
indikator efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

 Dispersi SPM (Surat Perintah Membayar)
Mengevaluasi kecepatan dan ketepatan dalam proses penyaluran dana
kepada pihak penerima, sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditetapkan.

 Belanja Kontraktual
Menilai pengelolaan kontrak/kemitraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi hasil, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 Capaian Output
Mengukur kesesuaian antara keluaran (output) yang dihasilkan dengan target
yang telah direncanakan, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas
penggunaan anggaran.
Dari aspek-aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan

Sekretariat KPU Kota Sawahlunto telah berjalan dengan prinsip akuntabilitas,
transparansi, dan kepatuhan regulasi. Tingkat penyerapan anggaran yang sangat
tinggi (99,99%) menunjukkan efektivitas pelaksanaan, sementara aspek belanja
kontraktual dan capaian output menegaskan bahwa penggunaan anggaran
diarahkan untuk mencapai hasil yang terukur dan berkualitas.

3) Perbandingan Realisasi Anggaran 2023-2025
Berdasarkan data realisasi anggaran yang tersaji, dapat dianalisis dinamika

dan pola pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto selama tiga tahun
terakhir (2023–2025).

Tabel 67 Perbandingan Realisasi per Jenis Belanja dari 2023-2025
Jenis Belanja 2023 2024 2025

Belanja Pegawai 2.321.800.760 2.333.337.016 2.900.116.895
Belanja Barang 8.014.474.157 20.046.803.274 1.133.433.801
Belanja Modal 314.322.153 196.898.500 49.528.000

Jumlah 10.650.597.070 22.577.038.790 4.033.550.696

a) Tren Komposisi dan Prioritas Belanja
Belanja Pegawai menunjukkan tren yang relatif stabil dengan

peningkatan bertahap dari Rp2,32 miliar (2023) menjadi Rp2,88 miliar (2025).
Hal ini mencerminkan konsistensi dalam mempertahankan operasional
sumber daya manusia sebagai tulang punggung kelembagaan, terutama
dalam mendukung penyelenggaraan tugas teknis pemilu.

Belanja Barang mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan puncak
tertinggi pada Tahun 2024 sebesar Rp20,05 miliar, kemudian turun drastis
menjadi Rp1,04 miliar di Tahun 2025. Lonjakan pada Tahun 2024 dapat
dipahami sebagai kebutuhan logistik dan operasional tinggi terkait
penyelenggaraan pemilu serentak, sedangkan penurunan pada Tahun 2025
menunjukkan fase pascapemilu dengan intensitas kegiatan yang lebih rendah.
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Belanja Modal cenderung menurun dari Rp314,3 juta (2023) menjadi
Rp49,5 juta (2025), yang mengindikasikan bahwa periode ini lebih difokuskan
pada belanja operasional dan pemeliharaan, bukan pada pengembangan aset
baru.

b) Realisasi Total Anggaran
Total realisasi anggaran tertinggi terjadi pada Tahun 2024 sebesar

Rp22,58 miliar, yang secara jelas merefleksikan peningkatan kebutuhan
pendanaan pada tahun penyelenggaraan pemilu.

Pada tahun 2025, total realisasi turun menjadi Rp4,03 miliar, menunjukkan
kembalinya pola anggaran ke kondisi normal pascapemilu dengan tingkat
efisiensi yang terjaga (realisasi 99,99% dari pagu).

Bagan 10 Realisasi per Jenis Belanja 2023-2025

c) Penambahan Pagu Belanja Pegawai
Belanja pegawai Tahun 2025 mencerminkan transformasi pengelolaan

SDM dengan mengadopsi skema PPPK di samping PNS, sejalan dengan
dinamika kebutuhan organisasi dan kebijakan nasional. Perubahan ini dikelola
secara fiskal bertanggung jawab, tanpa meningkatkan beban anggaran secara
signifikan, namun tetap memastikan hak dan insentif pegawai—baik PNS
maupun PPPK—terpenuhi sesuai peraturan.

Dengan pola ini, Sekretariat KPU Kota Sawahlunto menunjukkan
adaptasi yang terukur terhadap perkembangan sistem kepegawaian
pemerintah, sekaligus mempertahankan konsistensi dalam penganggaran
jangka menengah.

Pada jenis belanja pegawai menunjukkan pola yang stabil namun
mengalami restrukturisasi komposisi, terutama pada Tahun 2025 terkait
penambahan akun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Total belanja cenderung meningkat di sekitar Rp2,9 miliar, namun
terdapat penyesuaian postur belanja yang signifikan pada tahun 2025.

Tabel 68 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023-2025
Akun 2023 2024 2025
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Akun 2023 2024 2025
511111 580.382.900 601.760.500 680.678.800
511119 10.412 9.586 9.932
511121 41.600.290 43.193.750 48.527.300
511122 14.663.378 15.733.104 17.149.562
511123 47.880.000 47.880.000 47.880.000
511124 0 0 0
511125 1.043.650 4.499.522 4.744.722
511126 37.368.720 35.340.960 39.541.320
511129 86.169.000 73.381.000 112.582.000
511151 18.430.000 18.060.000 23.980.000
512411 681.521.910 651.443.094 700.132.930
511332 812.730.500 842.035.500 845.344.500
511611 - - 166.786.600
511619 - - 3.397
511621 - - 9.343.930
511622 - - 1.617.636
511624 - - 8.640.000
511625 - - 9.197.340
511628 - - 42.684.000
511633 - - 8.280.000
512414 - - 132.992.926

Belanja Kotor 2.321.800.760 2.333.337.016 2.900.116.895
Pengembalian - - -

Jumlah 2.362.163.375 2.333.337.016 2.900.116.895
Penambahan akun terkait PPPK pada Tahun 2025 menggeser

sebagian komponen belanja pegawai dari struktur sebelumnya (yang
didominasi oleh PNS) menjadi lebih terdiversifikasi. Hal ini terlihat pada:
 Munculnya akun baru seperti 511611 (Tunjangan Kinerja PPPK),

511621–511628 (Berbagai tunjangan PPPK), dan 512414 (Belanja Gaji
PPPK).

 Adanya penggantian atau penyesuaian beberapa akun lama, seperti
511111 (Gaji Pokok PNS) yang pada 2025 nilainya sama dengan 2023,
namun dengan struktur yang lebih jelas dipisah antara PNS dan PPPK.

d) Implikasi Terhadap Kinerja dan Akuntabilitas
Pola anggaran ini mencerminkan siklus anggaran yang adaptif terhadap siklus
politik-electoral:
 Tahun non-pemilu (2023, 2025): Anggaran difokuskan pada belanja pegawai

dan operasional rutin, dengan proporsi belanja barang dan modal yang lebih
rendah.

 Tahun pemilu (2024): Terjadi peningkatan tajam pada belanja barang
sebagai bentuk kesiapan logistik, teknis, dan pendukung penyelenggaraan
pemilu yang masif.
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Pengelolaan anggaran Sekretariat KPU Kota Sawahlunto telah dilaksanakan
secara situasional dan responsif terhadap dinamika kebutuhan penyelenggaraan
pemilu. Fluktuasi belanja barang dan total anggaran menunjukkan kemampuan
institusi dalam menyesuaikan alokasi dana dengan siklus tugas pokoknya,
sementara belanja pegawai tetap konsisten sebagai penopang keberlangsungan
organisasi. Hal ini juga menggambarkan prinsip efisiensi anggaran di mana
peningkatan signifikan hanya terjadi pada saat dibutuhkan secara operasional, dan
kembali pada pola normal setelah tugas besar selesai dilaksanakan.
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BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota
Sawahlunto ini disusun sebagai wujud konkret akuntabilitas publik dan
pertanggungjawaban kinerja dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Laporan ini mempresentasikan capaian kinerja organisasi
sebagai jabaran operasional dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan,
sekaligus menjadi refleksi atas keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan
Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:
 Memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai tingkat

pencapaian sasaran strategis serta tujuan organisasi.
 Menganalisis indikator kinerja utama sebagai tolok ukur kesuksesan

ataupun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
 Menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan strategis untuk

periode mendatang.
Sepanjang Tahun 2025, Sekretariat KPU Kota Sawahlunto konsisten

berpegang pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Hasilnya, seluruh
sasaran strategis beserta target indikator kinerja utama (IKU) dan yang tertuang
dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah berhasil dicapai secara optimal.
Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun
dengan berbagai stakeholder, yang secara signifikan berkontribusi terhadap
peningkatan kapabilitas dan efektivitas kinerja Sekretariat. Dukungan strategis ini
juga menjadi pilar utama dalam mendukung tugas-tugas Komisioner KPU Kota
Sawahlunto guna menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas.

Demikian LKjIP Tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas realisasi Program Kerja dan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) Sekretariat KPU Kota Sawahlunto. Capaian yang terurai dalam
laporan ini merupakan buah dari dedikasi, kerja keras, dan sinergi seluruh unsur di
lingkungan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto, yang telah mengerahkan segenap
potensi dan komitmen terbaiknya.



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2025

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Mewujudkan Komisi 

Pemilihan Umum Kota 
Sawahlunto yang Mandiri, 
Professional dan 
Berintegritas

Terwujudnya Sistem Informasi 
mengenai Partai Politik yang 
andal dan berkualitas

Persentase informasi 
mengenai partai politik yang 
mutakhir dan dipublikasikan 
pada publik

40%

Terwujudnya Sumber Daya 
Manusia dan Lembaga yang 
berkualitas

Indeks Reformasi Birokrasi 80
Nilai Akuntabilitas Kinerja B
Nilai Keterbukaan Informasi 
Publik 100%

2 Menyelenggarakan Pemilu 
Serentak Yang 
Demokratis, Tepat Waktu, 
Efisien dan Efektif.

Terwujudnya Kesadaran 
Pemilih, Kepemiluan dan 
Demokrasi yang tinggi untuk 
seluruh lapisan masyarakat

Persentase Partisipasi Pemilih 
dalam Pemilu/Pemilihan 77,5%

Persentase Partisipasi Pemilih 
Perempuan dalam 
Pemilu/Pemilihan

77%

Persentase Partisipasi Pemilih 
Disabilitas dalam 
Pemilu/Pemilihan

77%

Terwujudnya koordinasi 
penyelenggaraan kepemiluan 
yang sesuai dengan Standar 
Pelayanan Publik, disertai 
pengelolaan data dan informasi 
serta dokumentasi 
pelaksanaan Pemilu berbasis 
teknologi informasi yang 
terintegrasi

Persentase Pemilih yang 
Berhak Memilih Tetapi Tidak 
Masuk dalam Daftar Pemilih 
Tetap

0,16%

Terwujudnya Pemilu/Pemilihan 
sesuai dengan jadwal dan 
ketentuan yang berlaku 100%

3 Mewujudkan Pemilu 
Serentak yang Langsung, 
Umum, Bebas, Rahasia, 
Jujur dan Adil

Terwujudnya Pemilu Serentak 
yang aman dan damai disertai 
penyelesaian sengketa hukum 
yang baik

Terlaksanakannya 
Pemilu/Pemilihan yang Aman 
dan Damai

100%

Persentase Sengketa Hukum 
yang dimenangkan KPU Kota 
Sawahlunto

90%

Padang, 23 Desember 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto

Hamdani Juni Lesmita Devi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KOTA SAWAHLUNTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juni Lesmita Devi

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hamdani

Jabatan : Ketua KPU Kota Sawahlunto

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 23 Desember 2024

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Hamdani

Pihak Pertama,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Juni Lesmita Devi



FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Sawahlunto

Tahun Anggaran : 2025

NO
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rencana

kerja dan anggaran

yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan

terhadap rencana kerja yang telah

ditetapkan

24 kali

2 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat

waktu

100%

3 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Pencapaian Target Kinerja yang

tercapai sesuai dengan perjanjian

kinerja

100%

4 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 75,90%

5 Meningkatnya

penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban penggunaan

anggaran sesuai ketentuan

100%

6 Terlaksananya sistem

akuntansi dan

pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan yang

diselesaikan tepat waktu

14 Laporan

7 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

Jumlah laporan

pertanggungjawaban penggunaan

anggaran berbasis aplikasi yang

12 Laporan



NO
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

tepat waktu dan valid

8 Terwujudnya

pengelolaan barang

milik negara sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

Persentase barang milik negara

yang dikelola sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku

100%

9 Terwujudnya

dukungan sarana dan

prasarana guna

meningkatkan

kelancaran tugas KPU

Persentase sarana transportasi

untuk mendukung kinerja satker

yang berfungsi dengan baik

100%

10 Meningkatnya kualitas

tata kelola administrasi

persuratan dan

pengelolaan arsip

Persentase arsip yang dikelola

sesuai jadwal retensi arsip (JRA)

100%

11 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan

penyampaian Kartu Kendali SPIP

secara lengkap dan tepat waktu

100%

12 Tersusunnya

keputusan KPU Kota

sesuai kerangka

regulasi

Persentase keputusan KPU Kota

yang disusun dan sesuai dengan

kerangka regulasi

100%

13 Terlaksananya

pengelolaan dan

pelayanan informasi

hukum

Persentase produk hukum yang

dikelola didokumentasikan dan

disajikan sesuai peraturan

perundang-undangan

100%

14 Terlaksananya

penyelesaian sengketa

dan pelayanan

Persentase sengketa hukum yang

dimenangkan

98%



NO
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

pertimbangan hukum

15 Meningkatnya tertib

administrasi dan

pengelolaan sumber

daya manusia

Persentase pegawai yang

mendapatkan layanan

kepegawaian secara tepat waktu

dan akurat

100%

16 Pendidikan pemilih

kepada masyarakat

umum

Jumlah kegiatan “pendidikan

pemilih kepemiluan dan demokrasi”

untuk masyarakat umum yang

dilaksanakan oleh KPU Kota

12 Kegiatan

17 Meningkatnya kualitas

layanan informasi dan

data yang cepat serta

akurat

Persentase permohonan

informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan SOP

100%

18 Meningkatnya kualitas

layanan informasi dan

data yang cepat serta

akurat

Persentase informasi dan publikasi

non tahapan Pemilu/Pemilihan

yang dimuat dilaman atau media

sosial

100%

19 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih dan beribawa

(clean governance)

Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

100%



Kegiatan Anggaran

1
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik

Negara

Rp. 2.196.096.000,-

2
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana

Prasarana

Rp. 306.262.000,-

Total Rp. 2.502.358.000,-

Padang, 23 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Hamdani

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Juni Lesmita Devi



KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Terwujudnya rencana

kerja dan anggaran

yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang

dilakukan terhadap

rencana kerja yang telah

ditetapkan

Pengukuran

dalam satuan

nominal untuk

melihat

banyaknya revisi

yang dilakukan

Jumlah total revisi 24 kali *Jumlah revisi

(nominal)

**Peningkatan jumlah

revisi rencana kerja

yang telah ditetapkan

2 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Persentase laporan

monitoring dan evaluasi

yang akuntabel dan tepat

waktu

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

laporan monitoring

dan evaluasi yang

disusun secara

kuntabel dan tepat

waktu

(Jumlah laporan

yang akuntabel

dan tepat waktu /

jumlah total

laporan monitoring

dan evaluasi) x

100%

100% *Persen (kumulatif)

** Jumlah laporan

monitoring dan

evaluasi yang disusun

secara akuntabel dan

tepat waktu



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 Terwujudnya Sistem

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien

Pencapaian Target

Kinerja yang tercapai

sesuai dengan perjanjian

kinerja

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat tingkat

pencapaian target

kinerja yang

tercapai sesuai

dengan perjanjian

kinerja

(Jumlah target

kinerja yang

tercapai/ jumlah

total target kinerja)

x 100%

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

pencapaian target

kinerja sesuai dengan

perjanjiankinerja

4 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Nilasi Akuntabilitas

Kinerja (SAKIP)

Pengukuran

dalam satuan

nominal untuk nilai

SAKIP KPU

Provinsi/Kabupate

n/Kota yang

didapat dari

Inspektorat

Nilai SAKIP yang

diperoleh dari

komponen

perencanaan

kinerja,

pengukuran

kinerja, pelaporan

kinerja, evaluasi

kinerja, dan

75,90%

BB

*Nilai Akuntabilitas

Kinerja (nominal)

**Keberhasilan

mendapatkan Nilai

baik dalam

akuntabilitas kinerja



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
capaian kinerja

5 Meningkatnya

penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

sesuai ketentuan

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

penyelesaian

pertanggungjawab

anpenggunaan

anggaran sesuai

dengan ketentuan

(Jumlah laporan

penyelesaian

pertanggungjawab

anpenggunaan

anggaran sesuai

dengan ketentuan

/ jumlah total

laporan

pertanggungjawa

ban) x 100%

100% *Persen (kumulatif)

***Meningkatnya

jumlah/ persentase

penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan

anggaran sesuai

ketentuan

6 Terlaksananya sistem

akuntansi dan

pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem

akuntansi dan pelaporan

keuangan yang

diselesaikan tepat waktu

Pengukuran

dalam satuan

nominal untuk

melihat jumlah

laporan sistem

akuntansi dan

pelaporan

Jumlah total

laporan sistem

akutansi dan

pelaporan

keuangan yang

diselesaikan

secaratepat waktu

14 Laporan *Jumlah laporan

(nominal)

**Meningkatnya jumlah

laporan sistem

akuntansidan

pelaporan keuangan

yang diselesaikan



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
keuangan yang

telahdiselesaikan

secara tepat

waktu

tepat waktu

7 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

Jumlah laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

berbasis aplikasi yang

tepat waktu dan valid

Pengukuran

dalam satuan

nominal untuk

melihat

banyaknya

laporan

pertanggungjawab

an penggunaan

anggaran berbasis

aplikasi yang

disusun dan

disampaikan

secara tepat

waktu dan valid

Jumlah total

laporan

pertanggungjawab

an penggunaan

anggaran berbasis

aplikasi yang

disusun dan

disampaikan

secara tepat

waktu dan valid

12 Laporan *Jumlah (nominal)

**Meningkatnya

jumlahLaporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Anggaranberbasis

aplikasi yang

disampaikan secara

tepat waktu dan valid



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8 Terwujudnya

pengelolaan barang

milik negara sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

Persentase barang milik

negara yang dikelola

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat ketertiban

dan kepatuhan

dalam

Pengelolaan

Barang Milik

Negarayang

Material

(Jumlah barang

milik negara yang

dikelola/ jumlah

total barang milik

negara) x 100 %

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

kepatuhan dan

ketertiban dalam

Pengelolaan Barang

Milik Negara yang

Material

9 Terwujudnya dukungan

sarana dan prasarana

guna meningkatkan

kelancaran tugas KPU

Persentase sarana

transportasi untuk

mendukung kinerja satker

yang berfungsi dengan

baik

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat ketertiban

dan kepatuhan

dalam

Pengelolaan

Barang Milik

(Jumlah sarana

Transportasi yang

berfungsi dengan

baik / jumlah total

sarana

transportasi

pendukung kinerja

satker) x 100%

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

kepatuhan dan

ketertiban

Pengelolaan Barang

Milik Negara

yang Material



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Negarayang

Material

10 Meningkatnya kualitas

tata kelola administrasi

persuratan dan

pengelolaan arsip

Persentase arsip yang

dikelola sesuai jadwal

retensi arsip (JRA)

Pengukuran

dalam satuan

persentase pada

satuan waktu

tertentu untuk

melihat

banyaknya arsip

yang dikelola

sesuai jadwal

retensi arsip (JRA)

(jumlah arsip yang

dikelola sesuai

jadwal retensi

arsip (JRA) /

jumlah total arsip)

x 100 %

100% *Persen (Kumulatif)

**Meningkatnya

jumlah/persentase

pengelolaan arsip

sesuai dengan jadwal

retensi arsip (JRA)

11 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan

penyampaian Kartu

Kendali SPIP secara

lengkap dan tepat waktu

Pengukuran

dalam satuan

nominal untuk

melihat bahwa

pengisian dan

penyampaikan

(Jumlah Kartu

kendali SPIP yang

disampaikan

secara lengkap

dan tepat waktu /

jumlah total kartu

100% *Persen (Kumulatif)

**Banyaknya

jumlah/persentase

yangpengisian dan

penyampaikan kartu

kendali SPIP secara



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
kartukendali SPIP

secara lengkap

dan tepat waktu

kendali dan SPIP)

x 100%

lengkap dan tepat

waktu

12 Tersusunnya keputusan

KPU Kota sesuai

kerangka regulasi

Persentase keputusan

KPU Kota yang disusun

dan sesuai dengan

kerangka regulasi

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat keputusan

KPU Kota yang

disusun dan

sesuai dengan

kerangka regulasi

(keputusan KPU

Kota yang disusun

dan sesuai

dengan kerangka

regulasi / Jumlah

Total Keputusan

KPU Kota) x 100%

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

jumlah/persentase

Keputusan KPU Kota

yang disusun dan

sesuai kerangka

regulasi KPU

13 Terlaksananya

pengelolaan dan

pelayanan informasi

hukum

Persentase produk

hukum yang dikelola

didokumentasikan dan

disajikan sesuai

peraturan

perundang-undangan

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya produk

hukum yang

dikelola,

(Jumlah

pengelolaan dan

pendokumentasi

produk hukum

sesuai PP/ jumlah

total produk

hukum) x 100%

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

jumlah/persentase

produk hukum yang

dikelola,

didokumentasikan

dandisajikan sesuai



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
didokumentasikan

dandisajikan

sesuaiperaturan

perundang-

undangan

aturan perundang-

undangan

14 Terlaksananya

penyelesaian sengketa

dan pelayanan

pertimbangan hukum

Persentase sengketa

hukum yang

dimenangkan

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

sengketa hukum

yang

dimenangkan

(Jumlah sengketa

hukum yang

dimenangkan /

jumlah total

sengketa hukm) x

100%

98% *persen (kumulatif)

**Meningkatnya

jumlah/persentase

sengketa hukum yang

dimenangkan

15 Meningkatnya tertib

administrasi dan

pengelolaan sumber

daya manusia

Persentase pegawai yang

mendapatkan layanan

kepegawaian secara

tepat waktu dan akurat

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

(jumlah pegawai

yang mendapat

layanan

kepegawaian

tepat waktu /

100% *Persen (kumulatif)

**Peningkatan

jumlah/persentase

pegawai yang

mendapatkan



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
pegawai yang

mendapatkan

layanan

kepegawaian

secara tepat

waktu dan akurat

jumlah total

pegawai) x 100%

layanan

kepegawaian secara

tepat waktu dan

akurat

16 Pendidikan pemilih

kepada masyarakat

umum

Jumlah kegiatan

“pendidikan pemilih

kepemiluan dan

demokrasi” untuk

masyarakat umum yang

dilaksanakan oleh KPU

Kota

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

sosialisasi dan

pendidikan

kepemiluan dan

demokrasi yang

diberikan kepada

masyarakat umum

Jumlah Total

Kegiatan

Pendidikan

Pemilih

Kepemiluandan

Demokrasi untuk

masyarakat umum

12 Kegiatan *Jumlah kegiatan

pendidikan pemilih

untuk kepemiluan

dandemokrasi

kepada masyarakat

umum (Nominal)

**Meningkatnya jumlah

kegiatan pendidikan

pemilih untuk

kepemiluan dan

demokrasi yang

dilakukan kepada



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
masyarakat umum

17 Meningkatnya kualitas

layanan informasi dan

data yang cepat serta

akurat

Persentase permohonan

informasi yang

ditindaklanjuti melalui

PPID sesuai dengan SOP

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

permohonan

informasi yang

ditindaklanjuti

PPID sesuai

dengan SOP

(Jumlah tindak

lanjut permohonan

informasi (melalui

PPID) (sesuai

dengan SOP) /

jumlah total

permohonan

informasi) x 100%

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

jumlah/ persentase

permohonan informasi

yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai

dengan SOP

18 Meningkatnya kualitas

layanan informasi dan

data yang cepat serta

akurat

Persentase informasi dan

publikasi tahapan dan

non tahapan

Pemilu/Pemilihan yang

dimuat dilaman atau

media sosial

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

informasi dan

publikasi non

(jumlah informasi

dan publikasi

tahapan dan non

tahapan Pemilu

atau Pemilihan

yang dimuat di

laman dan media

100% *Persen (kumulatif)

**Meningkatnya

jumlah/ persentase

informasi dan publikasi

tahapan dan non

tahapan

Pemilu/Pemilihan yang



No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Definisi
Cara

Perhitungangan
Target

Satuan* dan Ukuran
Kerberhasilan**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
tahapan dan

tahapan

Pemilu/Pemilihan

yang dimuat di

laman atau

medsos

sosial / jumlah

total laman, media

sosial) x 100%

dimuat di laman atau

media sosial

19 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih dan beribawa

(clean governance)

Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Pengukuran

dalam satuan

kumulatif untuk

melihat

banyaknya

pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

(jumlah

pengaduan yang

ditindaklanjuti /

jumlah total

pengaduan

masyarakat) x

100%

100% *Persen (kumulatif)

**meningkatnya

jumlah/persentase

pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti



Ket :
Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

656223

Realisasi TA 2025

%

KPU  KOTA SAWAHLUNTO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 1 dari 4

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

0 4,033,550,696 274,30499.99 %JUMLAH SELURUHNYA 3,705,801,343 327,749,3534,033,825,000

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 776,902,534 2,466776,905,000 100.00CQ 776,902,534 00

CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 776,902,534 2,466776,905,000 100.00776,902,534 00

BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 776,902,534 2,466776,905,000 100.00776,902,534 00

BDB.001
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi

776,902,534 2,466776,905,000 100.00776,902,534 00

051
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi

776,902,534 2,466776,905,000 100.00776,902,534 00

051.0A Pencalonan 30,440,000 030,440,000 100.0030,440,000 00

521211 Belanja Bahan 3,995,000 03,995,000 100.003,995,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,980,000 02,980,000 100.002,980,000 00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23,465,000 023,465,000 100.0023,465,000 00

051.0B Laporan Audit Dana Kampanye 49,508,500 50049,509,000 100.0049,508,500 00

522151 Belanja Jasa Profesi 49,508,500 50049,509,000 100.0049,508,500 00

051.0C Advokasi Hukum 115,764,725 275115,765,000 100.00115,764,725 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115,764,725 275115,765,000 100.00115,764,725 00

051.0D Rapat Kerja 10,445,000 010,445,000 100.0010,445,000 00

521211 Belanja Bahan 10,445,000 010,445,000 100.0010,445,000 00

051.0E Perjalanan Dinas 65,895,799 20165,896,000 100.0065,895,799 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65,895,799 20165,896,000 100.0065,895,799 00

051.0F Evaluasi dan Pelaporan 68,726,700 30068,727,000 100.0068,726,700 00

521211 Belanja Bahan 25,546,700 30025,547,000 100.0025,546,700 00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,000,000 09,000,000 100.009,000,000 00

522151 Belanja Jasa Profesi 4,450,000 04,450,000 100.004,450,000 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29,730,000 029,730,000 100.0029,730,000 00

051.0G
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operasional Badan Adhoc

101,171,810 1,190101,173,000 100.00101,171,810 00

521211 Belanja Bahan 29,267,310 69029,268,000 100.0029,267,310 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

656223

Realisasi TA 2025

%

KPU  KOTA SAWAHLUNTO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 2 dari 4

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,838,000 05,838,000 100.005,838,000 00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 66,066,500 50066,067,000 100.0066,066,500 00

051.0H Belanja 334,950,000 0334,950,000 100.00334,950,000 00

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 334,950,000 0334,950,000 100.00334,950,000 00

Program Dukungan Manajemen 3,256,648,162 271,8383,256,920,000 99.99 %WA 2,928,898,809 327,749,3530

WA.3355 Pengelolaan Keuangan 2,900,116,895 259,1052,900,376,000 99.99 %2,622,221,394 277,895,5010

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,900,116,895 259,1052,900,376,000 99.99 %2,622,221,394 277,895,5010

EBA.994 Layanan Perkantoran 2,900,116,895 259,1052,900,376,000 99.99 %2,622,221,394 277,895,5010

001 Gaji dan Tunjangan 2,900,116,895 259,1052,900,376,000 99.99 %2,622,221,394 277,895,5010

001.0A Gaji dan Tunjangan PNS 1,675,226,566 151,4341,675,378,000 99.99 %1,535,959,560 139,267,0060

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 680,678,800 200680,679,000 100.00628,527,000 52,151,8000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9,932 6810,000 99.32 %9,277 6550

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 48,527,300 70048,528,000 100.0045,077,850 3,449,4500

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 17,149,562 43817,150,000 100.0016,012,154 1,137,4080

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000 047,880,000 100.0044,460,000 3,420,0000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 1,0001,000 0.00 %0 00

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 4,744,722 2784,745,000 99.99 %4,675,158 69,5640

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 39,541,320 68039,542,000 100.0036,716,940 2,824,3800

511129 Belanja Uang Makan PNS 112,582,000 148,000112,730,000 99.87 %91,011,000 21,571,0000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 23,980,000 023,980,000 100.0021,950,000 2,030,0000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 700,132,930 70700,133,000 100.00647,520,181 52,612,7490

001.0B Uang Kehormatan 845,344,500 500845,345,000 100.00771,951,170 73,393,3300

511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 845,344,500 500845,345,000 100.00771,951,170 73,393,3300

001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK 379,545,829 107,171379,653,000 99.97 %314,310,664 65,235,1650

511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 166,786,600 400166,787,000 100.00142,798,900 23,987,7000

511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3,397 6034,000 84.92 %2,913 4840

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

656223

Realisasi TA 2025

%

KPU  KOTA SAWAHLUNTO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 3 dari 4

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 9,343,930 709,344,000 100.008,018,970 1,324,9600

511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 1,617,636 3641,618,000 99.98 %1,352,644 264,9920

511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8,640,000 08,640,000 100.007,560,000 1,080,0000

511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9,197,340 6609,198,000 99.99 %7,821,360 1,375,9800

511628 Belanja Uang Makan PPPK 42,684,000 105,00042,789,000 99.75 %30,562,000 12,122,0000

511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 8,280,000 08,280,000 100.007,020,000 1,260,0000

512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK 132,992,926 74132,993,000 100.00109,173,877 23,819,0490

WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana 356,531,267 12,733356,544,000 100.00306,677,415 49,853,8520

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 307,003,267 12,733307,016,000 100.00257,149,415 49,853,8520

EBA.994 Layanan Perkantoran 307,003,267 12,733307,016,000 100.00257,149,415 49,853,8520

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 307,003,267 12,733307,016,000 100.00257,149,415 49,853,8520

002.0A Layanan Perkantoran 237,510,878 11,122237,522,000 100.00210,089,826 27,421,0520

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 25,803,544 45625,804,000 100.0019,308,084 6,495,4600

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 60,960,000 060,960,000 100.0055,880,000 5,080,0000

522111 Belanja Langganan Listrik 40,828,819 18140,829,000 100.0037,429,869 3,398,9500

522112 Belanja Langganan Telepon 548,461 539549,000 99.90 %494,459 54,0020

522113 Belanja Langganan Air 1,513,800 2001,514,000 99.99 %1,325,700 188,1000

522191 Belanja Jasa Lainnya 30,249,734 26630,250,000 100.0028,266,494 1,983,2400

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6,781,000 06,781,000 100.006,381,000 400,0000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49,761,220 8,78049,770,000 99.98 %46,564,220 3,197,0000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21,064,300 70021,065,000 100.0014,440,000 6,624,3000

002.0B
Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal

7,715,000 07,715,000 100.000 7,715,0000

521211 Belanja Bahan 7,715,000 07,715,000 100.000 7,715,0000

002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU 10,516,800 20010,517,000 100.003,810,000 6,706,8000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,516,800 20010,517,000 100.003,810,000 6,706,8000

002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU 11,081,900 10011,082,000 100.0011,081,900 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

656223

Realisasi TA 2025

%

KPU  KOTA SAWAHLUNTO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 4 dari 4

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,081,900 10011,082,000 100.0011,081,900 00

002.0E Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan 33,742,265 73533,743,000 100.0025,731,265 8,011,0000

521211 Belanja Bahan 7,266,265 7357,267,000 99.99 %5,501,265 1,765,0000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19,166,000 019,166,000 100.0013,430,000 5,736,0000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,310,000 07,310,000 100.006,800,000 510,0000

002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 6,436,424 5766,437,000 99.99 %6,436,424 00

521211 Belanja Bahan 1,276,424 5761,277,000 99.95 %1,276,424 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,160,000 05,160,000 100.005,160,000 00

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 49,528,000 049,528,000 100.0049,528,000 00

EBB.951 Layanan Sarana Internal 49,528,000 049,528,000 100.0049,528,000 00

053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 49,528,000 049,528,000 100.0049,528,000 00

053.0A Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 49,528,000 049,528,000 100.0049,528,000 00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49,528,000 049,528,000 100.0049,528,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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